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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap

pengembangan keilmuan Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PEMBAGIAN HARTA GONO GINI PADA PEMBATALAN
PERKAWINAN PASCA MURTAD PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH
JASSER AUDA '

(Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan
karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan
penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian
maupun kseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana
dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Jum 2025
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Artinya, “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman!
Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada
perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu
menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga

mereka beriman.” Qs. Al-Bagarah (2) : 221

Vi

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

KATA PENGANTAR

{!""'J”J‘" WA
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak
terhindarikan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata
asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman
transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut in1 disajikan tabel pedoman

transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada halaman berikut :

Arab Indonesia Arab Indonesia
| ’ L )
- B b y4
& X = E
o
Th : Gh
= C
" J . § F
SdS
H ; Q
E: (>
" _Kh & K_
a 5]
3 D N L
3 Dh - M
R , N
_‘} b
X
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Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diber:

tanda apa pun. Jika hamzah (¢) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan

tanda ().

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdir1 atas vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Fathah A A
| Kasrah | I
d Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda

Nama

Huruf Latin

Nama

i

=]

Fathah dan ya

Al

A dan |

X1
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3; Fathah dan wau Au A dan U
Contoh :
S : kaifa
N 35 : haula
C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf;,

transhiterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
g d Fathah dan alif atau Ya A a dan garis d1 atas
Kasrah dan ya I 1 dan garis d1 atas
Dammah dan wau U u dan garis di1 atas

Contoh :

ol

a4 A

s mata

s ramd

: gila

: yamutu

X11
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D. TA’ MARBUTAH

Translhiteras: untuk ta marbiitah ada dua, yaitu: ta marbiitah yang hidup
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbiitah dukuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbitah 1tu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

JUb Y1 4535 : raudah al-atfal

-

oad) &SuN  al-madimah al-fadilah
N : al-hikmah

E. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda tasydid ( . ) dalam transliterasi im1 dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diber1 tanda syaddabh.

Contoh :

) :rabbana

Xl1il
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W% : najjaina
e al-haqq
==\ :al-hajj
A% lnuima
9 aduwwu

Jika huruf s ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

berharakat kasrah ( . ) maka 1a ditransliterasi seperti huruf maddah (7).

Contoh:

(&= 1 'All (bukan ‘Aliyy atau “Aly)

3 @ Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Arab)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (J))
alif lam ma ‘arifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika 1a dukuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah.
Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis

mendatar (-).

X1V
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Contoh:

:,_ou'l . al-syamsu (bukan asy-syamsu)
Al  al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
aicldll : al-falsafah
A - al-biladu

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletakdi tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal

kata, 1a tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 1a berupa alif.

Contoh :

0346 : ta’muriina
¢ A an-nau’

! R T -4

sle% tSyai'un

, 4

<l L umirtu

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM

BAHASA INDONESIA

Kata, 1stilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 1stilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

XV
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yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dan al-Qur’an), sunnah, hadist, khusus
dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dar satu rangkaian teks

Arab, maka mereka harus ditransliteras: secara utuh.
Contoh:
F7zilal al-Qur’'an
Al-Sunnah gabl al-tadwin
Al-‘Ibarat Fi ‘Umiim al-Lafz la bi khusiis al-sabab
I. LAFZ AL-JALALAH (&)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah. Contoh:

A A3 : dinullah
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

]
e

hMEvS B o2 hum fi rahmatillah

-

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (4// Caps), dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

XV1
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kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dir1 (orang,
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama dir1 didahului
oleh kata sandang (a/), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal
namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal
kalimat, maka huruf A dar kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al).
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahulu1 oleh kata sandang al-, baik ketika 1a ditulis dalam teksmaupun dalam

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasiil

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazt bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazt unzila fth al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tiis

Abit Nasr al-Farabi

Al-Gazalr

Al-Mungiz min al-Dalal

XVil
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ABSTRAK

Fatma Nur Izzati, 210201110063, 2025. “Pembagian Harta Gono-Gini pada
Pembatalan Perkawinan Pasca Murtad Perspektif Maqgashid Syari’ah

Jasser Auda (Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn)”. Skripsi,
Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang.

Pembimbing: Miftahus Sholehudin, M.HI.

Kata kunci: Harta Gono-Gini, Pembatalan Perkawinan, Magashid Syari’ah.

Pengadilan Agama Kota Madiun telah menetapkan fasakh pada
permohonan cerar talak akibat 1str1 murtad dalam putusan nomor
182/Pdt.G/2023/PA.Mn. Penetapan tersebut didasarkan pada adanya bukti
murtadnya istr1, yaitu fotokopi surat baptisan Termohon yang dikeluarkan oleh
salah satu gereja di Kota Madiun. Oleh karena Majelis Hakim menetapkan bahwa
pernikahan tersebut telah fasakh, maka perkawinan akan dianggap tidak pernah
dilaksanakan dan batal demi hukum. Anggapan bahwa pernikahan tidak pernah
dilaksanakan dikhawatirkan akan menyebabkan perselisthan mengenai pembagian
harta gono-gini. Penelitian 1in1 penting dilakukan karena untuk mengetahui dan
menganalisa  ratio decidendi hakim pada perkara fasakh  nomor
182/Pdt.GG/2023/PA.Mn. Selain itu, penulis juga akan menganalisa pembagian harta
gono-gini berdasarkan putusan tersebut menggunakan maqgashid syari’ah Jasser
Auda yang merupakan tokoh dengan pemikiran magqgashid syari 'ah kontemporernya
yang relevan dengan perkembangan saat ini. Penelitian 1m1 bertujuan agar
menambah khazanah pengetahuan. Sehingga, menciptakan produk hukum yang
mempertimbangkan kemaslahatan dar1 berbagai aspek dan melahirkan putusan
yang berkeadilan.

Penelitian 1n1 termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang
merupakan proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,
atau doktrin-doktrin guna menjawab 1su hukum yang dihadapi. Adapun pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer
yang digunakan dalam penelitian in1 adalah Putusan Pengadilan Agama Madiun
Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang
Republik Indonesia No.l Tahun 1974 tentang Perkawiman. Sedangkan bahan
hukum sekundernya berupa buku-buku yang membahas mengenai magashid
syart’ah khususnya magqgashid syari’ah karya Jasser Auda, jurnal-jurnal hukum,
artikel-artikel hukum, dan skripsi. Metode pengolahan bahan hukum penelitian in1
dilakukan melalui tahapan inventarisasi dan 1dentifikasi, klasifikasi (classifying),
sistematisasi, dan kesimpulan (concluding).

Hasil penelitian in1 menunjukkan bahwa (1) Ratio decidendi perkara ini
didasarkan pada adanya bukti, yaitu berupa fotokopi surat baptis yang menunjukkan
bahwa Termohon telah murtad dan berpindah keyakinan menjadi Kristen Protestan.
(2) Magashid syart’'ah Jasser Auda menggunakan enam fitur sistem yang digunakan
untuk menganalisis. Fitur tersebut diantaranya fitur kognitif (cognition),
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kemenyeluruhan (wholeness), keterbukaan (openness), hierarki (hierarchy), multi
dimensionalitas (multidimensionality), dan kebermaksudan (purposefuliness).
Berdasarkan analisis magashid syari’ah Jasser Auda mengenai pembagian harta
gono-gini pada pembatalan perkawinan akibat istr1 murtad dalam putusan nomor
182/Pdt.GG/2023/PA.Mn, maka untuk mewujudkan tujuan maqgdashid syari’ah, yaitu
perlindungan terhadap harta (hidfz al-mal) dan keadilan menjadi nila1 dasar yang
harus ditegakkan. Meskipun secara moral terjadi pelanggaran akidah oleh istri,
tidak serta merta menghapuskan hak atas harta gono-gini 1str1. Melalui pendekatan
magqashid syari’ah Jasser Auda, hukum islam tidak hanya memandang suatu
peristiwa dari satu aspek saja, tetapi juga aspek keadilan sosial, kemanusiaan, dan
relevansi kontekstual.
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ABSTRACT

Fatma Nur [zzati, 210201110063, 2025. “The Division of Joint Marital Property
in the Annulment of Marriage Due to Apostasy from the Perspective
of Maqashid al-Shari‘ah by Jasser Auda (A Case Study of Decision
Number 182/Pdt.G/2023/PA.Mn).” Undergraduate Thesis, Islamic

Family Law Study Program, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: Miftahus Sholehudin, M.HI.

Keywords: Joint Property, Marriage Annulment, Magashid Sharia.

The Religious Court of Madiun City granted a fasakh (annulment) in a
divorce petition based on the wife's apostasy 1 Decision No.
182/Pdt.G/2023/PA.Mn. This decision was made based on evidence of the wife's
apostasy, namely a photocopy of the baptism certificate 1ssued by a church 1n
Madiun. Since the Panel of Judges declared the marriage annulled (fasakh), the
marriage 1s considered never to have taken place and 1s legally void. However,
considering the marriage as never having occurred raises concerns about potential
disputes over the division of joint property. This research 1s important to understand
and analyze the ratio decidendi of the judges in case No. 182/Pdt.G/2023/PA.Mn.
In addition, the author analyzes the division of joint property based on this decision
using the Maqashid Sharia perspective of Jasser Auda, a contemporary scholar
whose thoughts are highly relevant to current legal developments. The purpose of
this study 1s to contribute to the body of legal knowledge and support the creation
of legal products that consider the benefits from various aspects and produce just
decisions.

This study employs normative legal research, which mvolves discovering
legal rules, principles, or doctrines to address the legal 1ssues in question. The
approach used is a case approach. Primary legal materials in this study include the
Decision of the Religious Court of Madiun No. 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, the
Compilation of Islamic Law, and Law No. | of 1974 on Marriage. Secondary legal
materials include books discussing magashid sharia, particularly those written by
Jasser Auda, as well as legal journals, articles, and theses. The method of processing
legal materials in this study mvolves the stages of inventory and identification,
classification, systematization, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that: (1) The ratio decidendi of this case
1s based on the evidence of the wife's apostasy, namely the photocopy of her baptism
certificate, showing that the Respondent had converted to Protestant Christianity.
(2) Jasser Auda's Magashid Sharia framework uses six systemic features for
analysis: cognition, wholeness, openness, hierarchy, multidimensionality, and
purposefulness. Based on the analysis of joint property division in the annulment
of marriage due to apostasy using Auda’s framework, it 1s found that to realize the
objectives of maqashid sharia—particularly the protection of wealth (hifz al-mal)
and the upholding of justice—these values must be maintained. Although the wife
committed a moral violation by abandoning her faith, it does not automatically
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negate her right to joint property. Through Auda’s maqashid sharia approach,
Islamic law does not view events from a single perspective but rather takes into
account aspects of social justice, humanity, and contextual relevance.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagal suami 1str1 dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tujuan
perkawinan tersebut tidak dapat dicapar karena suatu permasalahan yang
menyebabkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga, maka perkawinan

tersebut dapat diputuskan atau dibatalkan.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan karena sebab-sebab tertentu. Sebab-
sebab pembatalan perkawinan tersebut telah diatur dalam Pasal 70-72 Buku I
Kompilast Hukum Islam. Pasal 71 menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat
dibatalkan apabila* :

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa 1zin Pengadilan Agama;

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi 1str
pria lain yang mafqud;

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam 1iddah dan suami lain;

d. Perkawimnan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang
tidak berhak;

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

' Pasal 71 Bab XI tentang Batalnya Perkawinan Buku I Kompilasi Hukum Islam.
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Salah satu alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam adalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidakrukunan dalam rumah tangga.? Perbuatan pindah agama tersebut menurut
syara’ adalah keluar dar1 agama 1slam, baik menjadi kafir atau tidak beragama sama
sekali.? Peralihan kepercayaan yang dilakukan oleh salah satu pasangan suamai 1stri
secara otomatis akan membatalkan hubungan suami 1str1 tersebut.

Para ulama telah bersepakat bahwa seorang muslim dilarang menikah
dengan perempuan yang menyembah berhala, ateis, murtad, penyembah sapi, serta

pemeluk mazhab politeisme seperti aliran wujudiyah dan aliran sesat lainnya. Allah

SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqgarah: 221,

2
S

i i 1 ) EJ:-"' o1 o3 «&%d o w wea 2o 03 2.4 3 ¢ é*‘ - % [ RN
gl LAKE ¥ i gl 808 5 g g 1 Falg e oS00 e
-5 1 =2 % g 5 Ty T 329, = 1 'E_IJ i o d 5w weg ad To. 7. Eﬂ. 5 -l‘..-’
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@ 353 3l LA @l tatg B3y sakads

Artinya, “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman!
Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada
perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu
menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga
mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih
baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka
mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan
dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia
agar mereka mengambil pelajaran.”

Permohonan pembatalan perkawinan tidak hanya dapat dilakukan oleh
pithak suami atau 1str1 saja, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh keluarga dalam

garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri, pejabat yang

= Pasal 116 huruf (k) Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Buku | Kompilasi Hukum Islam.
* Mukhlisoh, “Murtad dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Perkawinan dalam Perspektif Fikih

dan Kompilasi Hukum Islam.”
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berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang, atau
pthak yang berkepentingan dan mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat
perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan.*

Pembatalan perkawinan hanya dapat diputus melalu1 pengadilan agama.
Pembatalan perkawinan atas dasar putusan pengadilan tersebut diperlukan guna
adanya kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan. Dengan demikian
batalnya suatu perkawinan akan sah dan mengikat berdasarkan putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap.

Setelah putusan permohonan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum
tetap, maka perkawinan akan dianggap tidak pernah dilaksanakan dan batal demi
hukum.® Anggapan pernikahan tidak pernah dilaksanakan ini akan mengakibatkan
banyak permasalahan yang timbul pasca putusnya hubungan suami 1stri tersebut.
Diantara permasalahan yang timbul adalah mengenai pembagian harta gono gini,
status anak terhadap orang tuanya, hak asuh anak (hadhanah), atau kewarisan.

Mengingat bahwa pembatalan perkawinan dapat menimbulkan akibat
hukum baik terhadap status suamai 1stri, maupun terhadap anak-anak yang lahir dan
pembagian harta bersama dar perkawinan tersebut. Menurut pasal 35 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh
selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing

suami dan 1str1 dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing sebagai hadiah

* Pasal 73 Bab XI tentang Batalnya Perkawinan Buku I Kompilasi Hukum Islam.

? Pasal 28 ayat (1) Bab IV tentang Batalnya Perkawinan Undang-Undang Nomor | Tahun 1974
tentang Perkawinan.

® Siti Nur Intihani, “Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaanya di Indonesia,” Jurisdictie 6, no. 1

(2024): 84-98.
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atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak
tidak menentukan lain.’

Pada ranah hukum keluarga dan perdata, sengketa harta bersama telah
menjadi permasalahan yang semakin mendesak. Konflik im1 sering terjadi dalam
konteks perceraian, pewarisan, atau pemisahan aset yang menyebabkan
ketidakpastian dan ketegangan bagi pithak yang terlibat. Berdasarkan Direktori
Putusan Mahkamah Agung Indonesia, sebanyak 2.316 kasus sengketa harta
bersama terjadi pada tahun 2023, sedangkan di tahun selanjutnya yaitu pada tahun
2024 terdapat 485 kasus baru yang menunjukkan bahwasanya sengketa harta
bersama telah menjadi permasalahan yang mendesak dan perlu diselesaikan melalui

solusi alternatif yang lebih efektif.?

Pengadilan Agama Kota Madiun telah menetapkan putusan perkara fasakh
dengan nomor [82/Pdt.G/2023/PA.Mn. Pada perkara tersebut Pemohon
mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 12 Juni 2023. Pemohon dan
Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 23 Oktober 2020. Setelah
menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon

selama satu tahun dan sudah dikaruniai satu anak.

Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis
sejak bulan Desember 2020 disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang diakibatkan karena Termohon tidak pernah mengurus anak dan selalu sibuk

" Pasal 35 Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan Undang-Undang Nomor | Tahun 1974.
® Saputra dkk., “Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama.”
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dengan handphonenya. Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan
Termohon untuk mengubah sikapnya, namun Termohon selalu acuh dan
mengabaikan nasehat Pemohon. Selain itu, kedua belah pihak juga menjalin
hubungan asmara dengan orang lain. Pemohon telah melakukan perselingkuhan
sejak bulan Januari 2022, sedangkan Termohon telah berselingkuh sejak April
2022. Keduanya mempunyai selingkuhan yang berasal dar1 sosial media dan akan

melangsungkan pernikahan dengan pasangannya masing-masing.

Puncak konflik terjadi pada bulan Januari 2022 yang diakibatkan oleh
permasalahan yang sama. Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dan pamit
kepada Pemohon serta orang tua Pemohon. Pemohon dan Termohon berpisah
rumah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Sejak keduanya berpisah hak dan
kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Anak hasil
perkawinan Pemohon dan Termohon yang lahir pada 30 September 2020 telah ikut
dengan Pemohon, maka Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah

(pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan keduanya.

Majelis Hakim menetapkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon
tersebut fasakh (rusak) karena Termohon sudah berpindah keyakinan menjadi
penganut agama Kristen sejak 14 Me1 2023 yang dibuktikan dengan fotokop1 Surat
Baptisan Nomor 3852/V/23/BA/GBT/Mn yang dikeluarkan oleh Gereja Beth-El
Tabernakel Madiun. Putusan tersebut tidak menyebutkan mengenai bagaimana

pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.
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Studi 11 menjadi penting dan menarik karena dalam hukum positif maupun
hukum 1slam belum terdapat aturan mengenai pembagian harta bersama akibat
pembatalan perkawinan. Dalam putusan Pengadilan Agama Madiun nomor
182/Pdt.G/2023/PA.Mn tentang pembatalan nikah yang diakibatkan karena istri
murtad juga tidak mencantumkan bagaimana pembagian harta bersama yang mana

akan menyebabkan timbulnya masalah baru bagi para pihak.®

Akibat hukum dar1 batalnya perkawinan terhadap harta bersama dalam pasal
28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
menyatakan bahwa suami atau istr1 yang bertindak dengan 1’tikad baik, kecual
terhadap harta bersama, apabila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya

perkawinan yang lebih dahulu.

Oleh karena pembatalan perkawinan tidak sama dengan perceraian,
tentunya terdapat perbedaan dalam hal pembagian harta bersama, maka penulis
ingin mengkaji1 lebith dalam mengenai penyelesaian pembagian harta bersama
akibat pembatalan perkawinan dengan menggunakan perspektif magashid syari’ah
Jasser Auda agar penyelesaian pembagian harta bersama dirasa lebih adil dan
maslahat untuk kedua belah pihak, baik suami maupun 1stri. Tujuan dari penelitian
in1 adalah untuk menambah wawasan dan 1lmu pengetahuan pembaca serta dapat
digunakan sebagai gambaran dalam pembagian harta bersama. Oleh karena itu

penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul “Pembagian Harta Gono Gin1 Pada

? Vika Mega, Mulyadi, dan Yunanto, “*Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Istri murtad
(Studi1 Kasus Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2014/Pa.Smg),” Diponegoro Law Jurnal 5, no. 3 (2016):
1-17.
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Pembatalan Perkawinan Pasca Murtad Perspektif Magashid Syari’ah Jasser Auda

(Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan bahwa permasalahan
yang akan penulis kaji dalam penelitian in1 adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ratio decidendi pembatalan perkawinan akibat 1str1 murtad
dalam putusan nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn tentang pembatalan nikah?

2. Bagaimana analisis magashid syari’ah Jasser Auda mengenai pembagian
harta gono gini pada pembatalan perkawinan pasca murtad dalam putusan
nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn?

C. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditemukan tujuan dari
penelitian i1 adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ratio decidendi pembatalan perkawinan akibat istri
murtad dalam putusan nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn tentang pembatalan
nikah.

2. Untuk menganalisis magashid syari’ah Jasser Auda mengenai pembagian

harta gono gini pada pembatalan perkawinan pasca murtad dalam putusan

nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn.
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D. Manfaat
Hasil penelitian in1 diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoretis
maupun praktis, antara laimn sebagai berikut:
1. Manfaat Teoretis
Secara teoretis manfaat penelitian in1 diharapkan dapat mengembangkan
dan memperkaya 1lmu pengetahuan mengenai pembagian harta gono gini1 pada
pembatalan perkawinan yang kemudian dianalisis menggunakan maqdashid
syari’'ah serta memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, dan sebagai
sumber informasi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Penelit
Penelitian 1m1 diharapkan dapat menggali informasi lebih
mendalam serta menambah khazanah pengetahuan mengenai bagaimana
pembagian harta gono gini pada pembatalan perkawinan agar masalahat
bagi pthak suami maupun istr1.
b. Bagi Pembaca
Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai maksud dan
tujuan adanya suatu syariat atau hukum, yang mana hukum tersebut
memberikan perlindungan bagi orang-orang yang menjalankannya.
Selain 1tu, karena dalam undang-undang belum ada yang
mengatur mengenai pembagian harta gono gini, maka penulis berharap
skripsi 11 dapat menjadi referensi dalam melakukan pembagian harta

bersama agar tercipta keadilan bagi pithak suami atau 1stri.
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c. Bagi Kampus
Penelitian 1m1  diharapkan dapat memberikan kontribusi
penambahan i1lmu pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa Hukum
Keluarga Islam serta menambah bahan bacaan di perpustakan UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang.
E. Definisi Operasional
Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami dan menafsirkan judul,
maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan batasan 1stilah, yaitu sebagai
berikut:
1. Harta Gono Gini
Harta gono gin1 atau dapat disebut sebagai harta bersama adalah harta
milik bersama yang diperoleh suami-istr1 selama dalam perkawinan. Seperti
halnya jika suatu harta benda yang dibeli dar1 uang suami dan istr1 atau tabungan
yang berasal dari gaji suami-istri yang dijadikan satu dapat dikategorikan
sebagai harta gono gini.*
2. Pembatalan Perkawinan
Pembatalan perkawinan yang dimaksud penulis adalah pembatalan
hubungan suamai 1str1 setelah dilangsungkan akad nikah. Perkawinan tersebut
dibatalkan karena tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan yang ada
dalam pasal 22-28 Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pembatalan perkawinan ini ditetapkan oleh putusan peradilan, peradilanlah

" Firdawaty, “Filosofi Pembagian Harta Bersama.”
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yang akan menentukan bahwa ikatan perkawinan yang dilakukan tersebut tidak
sah dan perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.™
3. Murtad
Murtad adalah orang yang keluar dari islam dan berpindah memeluk
agama lain. Murtad dapat disebut juga riddah, yang mana riddah berarti keluar
dar1 agama 1slam menjadi kafir, baik dengan niat, perkataan, maupun perbuatan
yang menyebabkan orang yang bersangkutan dikategorikan kafir.*?
4. Magashid Syari’ah
Magashid syari’ah adalah tujuan-tujuan atau maksud disyari’atkannya
hukum 1slam. Tujuan dann magashid syari’ah adalah untuk mewujudkan
kemasalahatan dan menghindari mafsadah ketika di dunia maupun di akhirat.
Jadi, diciptakannya suatu hukum adalah untuk kepentingan manusia sendir1.*?
Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian dalam penelitian 11 adalah penelitian hukum normatif.
Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu
proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun
doktrin-doktrin guna menjawab 1su hukum yang dihadapi.*
Penelitian 1in1 menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena

penelitt menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan utama untuk

' Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan (Malang: UMM Press, 2020): 61.

'> Rahman, “Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya.”

' Shidiq, “Teori Magashid Al-Syariah dalam Hukum Islam.”

14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007):

138.
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menganalisis kasus, dan peneliti tidak melakukan penelitian lapangan.
Penelitian 1 ditelitt menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau
penelitian hukum perpustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian 1m1 menggunakan pendekatan kasus (case approach) karena
peneliti akan menganalisis putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam hal in1 penelitt menelaah putusan Pengadilan Agama Madiun nomor
182/Pdt.G/2023/PA.Mn tentang pembatalan nikah. Pendekatan kasus dilakukan
dengan mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan isu-isu yang
berkaitan dalam penelitian ini.

Kajian yang dilakukan peneliti dilaksanakan dengan berdasarkan
problematika yang berkaitan dengan perkara yang telah terjadi dan diputuskan
oleh Pengadilan @ Agama  Madiuun  dengan  perkara =~ Nomor
182/Pdt.G/2023/PA.Mn tentang pembatalan perkawinan kemudian dianalisis
dengan menggunakan:

a. Putusan No 182/Pdt.G/2023/PA.Mn
b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
c. Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan
d. Magashid Syari’ah Jasser Auda
3. Bahan Hukum
Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan 1su

hukum dan memberikan preskripsi yang seyogyanya diperlukan sumber
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penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat berupa bahan-bahan hukum
primer dan bahan-bahan hukum sekunder.'”

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas,
diantaranya perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam
pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitan
ini1 bahan primernya adalah Putusan Nomor 182/Pdt.GG/2023/PA.Mn, Kompilasi
Hukum Islam, dan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974
tentang perkawinan.

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen resmi. Penulis memperoleh bahan hukum sekunder
dari1 studi pustaka seperti buku-buku, kamus-kamus hukum, komentar-komentar
atas putusan pengadilan, skripsi, tesis, disertasi hukum, atau jurnal hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian in1 adalah
dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang
relevan, dan pengkajian bahan hukum. Peneliti berusaha menentukan bahan
hukum yang digunakan dengan membaca semua literatur seperti buku, artikel,
jurnal, skripsi, tesis yang berkaitan dengan objek penelitian. Setelah 1tu peneliti
akan menyimpan bahan bahan hukum tersebut untuk selanjutnya dilakukan
pengkajian dengan meneliti, menelaah, dan menganalisis 1su hukum yang ada
di dalam putusan Pengadilan Agama Madiun Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn

yang kemudian dianalisis dengan magashid syari’ah Jasser Auda.

'> Marzuki, Penelitian Hukum, 141.
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5. Metode Pengolahan Bahan Hukum
Dalam hal in1, dilakukan sesudah bahan primer dan sekunder terkumpul.
Selanjutnya, dilakukan pengolahan bahan hukum dengan menganalisa sesuai
dengan pendekatan yang dilakukan. Teknik pengolahan terhadap bahan hukum
yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi dan 1dentifikasi,
klasifikasi, dan sistematisasi, dan kesimpulan.
a. Inventarisasi dan identifikasi

Inventarisasi bahan hukum adalah tahap dalam penelitian hukum
untuk mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian.
Selain 1tu pada tahap i1 peneliti mengidentifikasi bahan hukum yang telah
terkumpul dan menyesuaikan dengan penelitian yang dilakukannya.

b.  Klasifikasi (classifying)

Bahan hukum yang digunakan membutuhkan validitas dan
memiliki reliabitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki
tingkat konsistensi yang tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan seleksi
(klasifikasi) bahan hukum untuk menentukan adanya keterkaitan dan
adanya hubungan dengan topik penelitian yang dilakukan melalu1 proses
seleks1 atau pemilahan/klasifikas1 terhadap bahan hukum yang sesuai
dengan kebutuhan dalam menjawab permasalahan penelitian yang diteliti
sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis

yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu
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dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum

jawaban dar1 hasil penelitian.?

C. Sistematisasi

Tahap sistematisasi i dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi

antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Pengolahan bahan hukum

dalam penelitan hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap

bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum.!’

d. Kesmmpulan (concluding)

Kesimpulan adalah tahap terakhir dar1 pengolahan bahan hukum

suatu penelitian. Pada tahap 1 peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya

secara jelas. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari rumusan

masalah dalam penelitian yang dilakukan.*®

G. Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Arnando pada tahun 2023 dengan judul

“Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan

Identitas (Studi Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan No.

08/Pdt.G/2019/PTA.Sby)” fokus pada pembahasan pertimbangan hakim terkait

pembatalan perkawinan akibat pemalsuan i1dentitas yang dianalisis menggunakan

hukum 1slam.

' Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020): 46.
7 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 48.

'* Heri Jauhari, Pedoman Penulisan Karya llmiah (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 35.
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Persamaan penelitian Arnando dengan penelitian 1n1 adalah sama-sama
meneliti putusan pembatalan pernikahan dengan menggunakan jenis penelitian
normatif kemudian dianalisis menggunakan magashid syari’ah Sedangkan
perbedaannya dalam penelitian tersebut lebih fokus pada pertimbangan hakim
terkait pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas akta nikah. Selain 1tu,
perspektif magashid syari’ah yang digunakan juga berbeda. Pada skripsi tersebut
menggunakan magashid syari’ah Imam Syatibi, sedangkan dalam penelitian n1

penulis menggunkaan magashid syari’ah Jasser Auda.”

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Tesza Zuria Umam pada tahun 2022
dengan judul “Tinjauan Yuridis Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi
Hukum Islam” lebih fokus kepada tinjauan yuridis pembatalan perkawinan menurut
KHI. Persamaan dari1 penelitian yang dilakukan oleh Tesza Zuria dengan panelitian
i1 adalah sama-sama membahas pembatalan perkawinan dengan menggunakan
jenis penelitian normatif. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian in1 membahas
mengenal bagaimana pembagian harta gono gini pada pembatalan perkawinan yang
diakibatkan oleh 1str1 murtad yang kemudian dianalisis menggunakan magashid

syart’'ah Jasser Auda.?

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Kharisma Fitri Umami pada tahun 2024
dengan judul "Pembatalan Perkawinan Poliandri atas Permohonan Penghulu Pada

Putusan Pengadilan Agama™ lebih fokus pada kedudukan penghulu dalam

'Y Arnando, “Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas
(Studi Putusan No. 1705/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan Putusan No. 08/Pdt.G/2019/PTA.Sby).”
0 Azuria, “Tinjauan Yuridis Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.”
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mengajukan pembatalan perkawinan dan metode 1jtthad hakim dalam pembatalan

perkawinan poliandri atas permohonan penghulu di pengadilan agama. Selain 1tu,

penelitian tersebut pembatalan perkawinan mengacu pada sumber hukum i1slam dan

hukum positif. Sedangkan dalam penelitian 11 lebih fokus pada pembagian harta

gono gini pada pembatalan perkawinan pasca murtad yang ditinjau dar1 magashid

syari’ah Jasser Auda. Selain 1tu, penelitian tersebut menggunakan menggunakan

jenis penelitian empiris. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai

pembatalan perkawinan.*

Tabel 1
Penelitian Terdahulu
No. [ Nama Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
Peneliti

1. Amando | Analisis Hukum | Sama-sama Penelitian tersebut
[slam terhadap meneliti putusan lebih fokus pada
Pembatalan pembatalan pertimbangan hakim
Perkawinan pernikahan dengan | terkait pembatalan
Akibat menggunakan jenis | perkawinan akibat
Pemalsuan penelitian normatif | pemalsuan identitas
Identitas (Studi kemudian akta nikah. Selain
Putusan No. dianalisis itu, magashid yang
1705/Pdt.G/2018 | menggunakan digunakan pada
/PA. Tbn dan magqashid syari’ah. | penelitian tersebut
Putusan No. menurut perspektif
08/Pdt.G/2019/P Imam Syatibi.
TA.Sby)

2. Tesza Tinjavan Yuridis | Membahas tentang | Penelitian tersebut

Azura Alasan pembatalan fokus pembahasan
Pembatalan perkawinan menurut tinjauan
Perkawinan menggunakan jenis | yuridis KHI,
Menurut penelitian normatif. | sedangkan penelitian
Kompilasi penulis fokus pada
Hukum Islam pembagian harta
gono gini yang
dianalisis

I Kharisma Fitri, “Pembatalan Perkawinan Poliandri Atas Permohonan Penghulu Pada Putusan
Pengadilan Agama” (Universitas Islam Neger1 Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).
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menggunakan
magqgashid syart ah.
3 Kharisma | Pembatalan Sama-sama Penelitian tersebut
Fitri Perkawinan membahas Fokus pada
Umami Poliandri atas mengenatl kedudukan penghulu
Permohonan pembatalan dalam mengajukan
Penghulu Pada perkawinan. pembatalan
Putusan perkawinan dan
Pengadilan metode 1jtithad hakim
Agama dalam pembatalan
perkawinan poliandri
atas permohonan
penghulu, penelitian
tersebut
menggunakan jenis
penelitian empiris.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I, Pendahuluan. Bab in1 merupakan kerangka dasar penulisan yang
beris1 latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
definis1 operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika
pembahasan. Bab 1n1 bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum tentang
penulisan penelitian.

BAB 11, Tinjauan Pustaka. Pada bab 11 berisi pemikiran atau konsep-
konsep yuridis sebagai landasan teoretis untuk pengkajian dan analisis masalah.
Landasan konsep dan teori tersebut nanti akan digunakan untuk menganalisa
permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini1. Dalam hal in1 penulis membahas
mengenai teori harta gono-gini, pembatalan perkawinan, dan maqgashid syari’ah.

BAB III, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab 1n1 berisi informasi
mengenal data hasil laporan penelitian dan analisis bahan hukum baik melalu1 data

primer maupun data sekunder yang sudah di dapat untuk menjawab rumusan
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masalah yang telah ditetapkan. Dalam bab 11 penulis membahas ratio decidendi
pembatalan perkawinan akibat istr1 murtad dan analisis magashid syari’ah Jasser
Auda mengenal pembagian harta gono-gini pada pembatalan perkawinan akibat
1str1 murtad dalam putusan nomor 182/Pdt.G/2023/Pa.Mn.

BAB IV, Penutup. Pada bab in1 beris1 kesimpulan dan saran. Kesimpulan
pada bab 1m adalah jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah disebutkan
sebelumnya. Jumlah poin pada kesimpulan harus sesuai dengan rumusan masalah
yang ada. Sedangkan saran yaitu berisi tentang anjuran atau pendapat penulis terkait

terhadap tema yang diteliti.
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. Harta Gono Gini

1. Pengertian Harta Gono-Gini

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah "gana-gini" berarti
"Harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi
hak berdua suami dan istri".** Kata “gono-gini” berasal dari bahasa Jawa dan
sudah populer di masyarakat Jawa. Selain di daerah Jawa, daerah lain juga
memiliki penyebutan tersendiri mengenai harta bersama, diantaranya Hareuta
Sitharekat (Aceh), Guna Kaya (Sunda Jawa Barat), Duwe Gabro (Bali), Harta
Suarang (Minangkabau, Sumatera Barat), dan Barang Perpantangan
(Kalimantan). Adanya berbagai macam penyebutan dari harta bersama tersebut
membuktikan bahwa awal mula istilah harta bersama berasal dari masyarakat
adat, bukan resmi berasal dari hukum positif atau Kompilasi Hukum Islam.?

Dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam UU No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun
Kompilast Hukum Islam (KHI), 1stilah hukum yang digunakan secara resmi dan
legal adalah harta bersama. Harta bersama dapat diartikan sebagai harta yang
diperoleh selama berjalannya rumah tangga sehingga harta yang diperoleh

tersebut menjadi hak milik bersama antara suami-istri.>*

= Kamus Besar Bahasa Indonesia.
= Siti Mustaghfiroh dan Neli Melinda, “Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif
Kompilasia Hukum Islam dan Hukum Positif,” Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam 2. no. 1

(2022): 107-124.
** Mustaghfiroh dan Melinda, 107-124.
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Harta gono-gini dalam hubungan perkawinan mencakup semua harta
yang dimiliki oleh pasangan selama perkawinan mereka, kecuali harta bawaan
atau perolehan. Namun, pasangan yang akan menikah memiliki hak untuk
"membatasi" atau "menghapus" hak atas harta benda mereka melalui perjanjian
perkawinan yang mereka buat. Pada dasarnya, Pasal 139 KUHPer menyatakan
bahwa pasangan yang akan menikah dapat menyimpang dari peraturan undang-
undang mengenai harta bersama, asalkan hal 1tu tidak bertentangan dengan tata

susila yang baik.?
2. Dasar Hukum Harta Gono Gini

Dalam ikatan perkawinan, pada dasarnya harta gono-gini tidak
mengandung percampuran harta kekayaan antara suami dan istri. Pada awalnya,
konsep harta gono-gini berasal dari tradisi atau adat istiadat yang berkembang
di Indonesia. Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia
kemudian mendukung adanya konsep ini. Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa dalam suatu perkawinan tersebut mungkin terjadi suatu percampuran
kekayaan antara suami dan istri, yang dikenal sebagai "alghele gemeenschap
van goederen". Percampuran harta kekayaan ini berlaku apabila pasangan

tersebut tidak menetapkan hal lain dalam perjanjian perkawinan yang

dilakukan.?®

= Happy Susanto, Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian, ed. oleh Dwi Indhita, 1 ed.
(Jakarta Selatan: Trasmedia Pustaka, 2008).
?6 Susanto, Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian.
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Dasar hukum mengenai harta gono-gini dapat ditemukan dalam undang-
undang dan peraturan berikut ini:
a. UU Perkawinan pasal 35 ayat 1
Pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) disebutkan
bahwa yang dimaksud dengan harta gono-gini (harta bersama) adalah harta
benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Artinya, harta kekayaan
yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta
gono-gini.”’
b. KUHPer pasal 119
Pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu harta dapat disebut sebagai
harta bersama sejak saat dilangsungkan perkawinan. Setelah dilaksanakan
perkawinan, harta antara suami dan istri menjadi harta bersama selama
keduanya tidak menentukan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian
perkawinan. Selama perkawinan harta bersama tidak boleh ditiadakan atau
diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.”
c. KHI pasal 85, disebutkan bahwa

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup
kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau 1str1".

Pasal 11 sudah menyebutkan adanya harta gono-gini dalam
perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta

dalam perkawinan (gono-gini). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup

-’ Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan
*% Pasal 119 KUH Perdata
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kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik
suami maupun 1stri.
d. Pada KHI pasal 86 ayat 1 dan ayat 2

"Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta

1str1 karena perkawinan" (ayat 1).

Pada ayat 2-nya lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta
istr1 tetap menjadi hak istr1 dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga
sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh
olehnya.

Apabila dipahami lebih lanjut, ketentuan KHI pasal 86 (ayat 1 dan 2)
bertentangan dengan ketentuan (pasal) sebelumnya. Jika dilihat dengan teliti,
pernyataan dalam pasal 86 sebenarnya lebih menarik untuk diingat bahwa
hukum Islam tidak mengenal istilah "harta gono-gini", yang merupakan
persatuan antara harta suami dan istri. Istilah ini lebih dikenal dalam undang-
undang positif nasional. Menurut Pasal 85 KHI, harta kekayaan suami dan istri
dapat dicampur (alghele gemenschap van goederen) setelah perkawinan.
Dengan kata "kemungkinan", artinya harta gono-gini tetap diperbolehkan
selama perjanjian perkawinan tidak menetapkan hal lain.*

B. Pembatalan Perkawinan
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan
Dalam hukum islam, Pembatalan perkawinan dapat disebut juga

sebagai fasakh. Fasakh berarti merusakkan atau membatalkan. Fasakh nikah

! Susanto, Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian.
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pada hakikatnya adalah rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan
pengadilan dikarenakan perkawinan yang telah dilaksanakan mempunyai cacat
hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak terpenuhinya persyaratan, rukun
perkawinan atau dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan
tersebut.’’

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya
menyatakan "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan."?! Istilah "dapat" dalam pasal
in1 berarti bahwa perkawinan dapat dibatalkan atau tidak batal, selama
ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan hal lain.

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan
bahwa "Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan".?*
Hal mm1 karena pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik
terhadap suami istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan, maupun pihak
ketiga, sehingga instansi di luar pengadilan tidak dapat membatalkan
perkawinan. Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai
pembatalan perkawinan menyebabkan batalnya suatu perkawinan serta
perkawinan dianggap tidak pernah berlangsung, sehingga batal demi hukum.*

Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dar1 beberapa pengertian

pembatalan perkawinan d1 atas:

W Cahyani, Hukum Perkawinan.

1 Pasal 22 Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan.

= Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

4 Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 Tentang
Perkawinan,” Pranata Hukum 8, no. 2 (Julh 2013): 156-67.
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a. Pembatalan perkawinan sudah terjadi;
b. Perkawinan dilakukan karena seseorang tidak memenuhi syarat
perkawinan; dan
c. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan.
2. Sebab-Sebab Pembatalan Perkawinan
Dalam Pasal 70 Kompilast Hukum Islam dijelasakan bahwa perkawinan
batal apabila’*:

a. Suami melakukan perkawinan, padahal suami tersebut tidak berhak
melakukan akad perkawinan karena sudah beristri empat meskipun
salah satu dari keempat 1strinya dalam iddah talak raj’i.

b. Seseorang mengawini bekas istrinya yang telah dili’annya

c. Seseorang mengawini bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kah
talak olehnya, kecuali bila bekas 1str1 tersebut pernah kawin dengan pria
lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah
habis masa 1ddahnya.

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan
darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi
perkawinan, yang mana menurut pasal 8 Undang-undang No.l Tahun
1974 yaitu® :

1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau
keatas.

2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu
antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan
antara seorang dengan saudara neneknya.

3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu
atau ayah tir1.

4) Berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan
dan bib1 atau paman sesusuan.

5) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bib1 atau kemenakan
dan 1ster1 atau 1steri-isterinya.

#* Muhammad Nur Fajar, Amnawaty, dan Sepriyadi A, “Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan
Menurut Undang-Undang No.l Tahun 1974 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 (Studi Putusan Nomor
144/Pdt.G/2012/Pa.Sgt),” Pactum Law Journal 1, no. 2 (2018): 99-110.

> Pasal 8 Undang-undang No.l Tahun 1974 tentang Perkawinan
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Selanjutnya Pasal 71 memberikan penjelasan lebih dalam
bahwasanya suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila*®:

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa 1zin Pengadilan Agama.

Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahu1r masih

menjadi 1steri pria lain yang mafqiid.

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami
lamn

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974
dimana ditetapkan Perkawinan hanya dunzinkan bila piha prna
mencapail umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah
mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali
yang tidak berhak

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

=

3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

a. Akibat Hukum Terhadap Anak

Pasal 28 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan menyatakan bahwa keputusan tentang pembatalan
perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dar
perkawinan tersebut.’’ Batas perkawinan tidak memutuskan hubungan
hukum anak dengan kedua orang tuanya, meskipun hubungan perkawinan
orang tuanya putus. Anak tersebut berhak mewaris1i dann kedua orang
tuanya, dan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan
mendidik anak tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dar1 perkawinan yang

telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga mereka tetap dianggap

6 Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.
" Pasal 28 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
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sebagai anak sah dar kedua orang tuanya bahkan jika perkawinan orang
tuanya telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama.
1) Akibat Hukum Terhadap Harta yang Diperoleh Selama Masa
Perkawinan

Harta yang berlaku surut itu merupakan harta bersama karena ada
perkawinan lain yang lebih dulu, maka akibat hukum perkawinan
tersebut harta bersama menjadi tidak ada, seperti yang tercantum dalam
Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Jadi, selain alasan karena
ada perkawinan terdahulu, atau poligami yang tidak sah maka status
harta bersama sebagai akibat hukum dar1 pembatalan perkawinan tetap
ada. Harta tersebut akan dikembalikan ke masing-masing pihak.3*
2) Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, pembatalan
perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi
segala sesuatu perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami
1str1 sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini1 harus
dilaksanakan oleh suami istr1 tersebut, sehingga pihak ketiga yang
beritikad baik tidak dirugikan.

Misalkan pada saat perkawinan, suami 1steri terjadi pembelian
kredit motor dengan atas nama suami, pembayaran uang muka serta

angsurannya menggunakan dana dar1 suami serta isteri. Atas adanya

% Mega, Mulyadi, dan Yunanto, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Istri murtad (Studi
Kasus Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2014/Pa.Smg).”
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perjanjian kredit motor tersebut s1 suami dan 1ster1 yang telah dibatalkan
perkawinannya tersebut tetap harus melanjutkan pembayaran angsuran
kredit motor 1tu sesuar waktu yang ditentukan. Demikian juga dengan
pelaku usaha atau badan usaha yang memberikan kredit sepeda motor
tersebut kepada suami dan 1ster1 pada saat masih terikat perkawinan.
Suami dan 1ster1 tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli yang telah
mereka lakukan, karena dapat merugikan pelaku usaha sebagai pihak
ketiga yang beritikad baik.?
C. Magqgashid Syart’ah
1. Pengertian Magashid Syart’ah
Kata “magashid” adalah jamak dan kata “magshid” yang merujuk pada
art1 tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati. Magashid berarti sesuatu yang
dilakukan dengan penuh pertimbangan dan bertujuan untuk mencapai sesuatu
yang mengantarkan seseorang kepada jalan kebenaran yang diyakini dan
diamalkan secara teguh sehingga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi
dalam kondisi apapun.*’
Sedangkan kata “syariah” berarti tempat tumbuh dan sumber mata air.
Sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air adalah sumber kehidupan
manusia, binatang, dan tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama i1slam

yang merupakan sumber kehidupan umat muslim. Tanpa syariah manusia tidak

akan memperoleh kebaikan, sebagaimana 1a tidak mendapatkan air untuk

* Mega, Mulyadi, dan Yunanto.
* Busyro, Maqgashid al-Syariah (Jakarta: Kencana, 2019).
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diminum. Oleh karena itu, syariat islam merupakan sumber setiap kebaikan,
pengharapan, kebahagiaan, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat.
Magashid syart’ah dapat difahami sebagai tujuan dar1 seperangkat hukum
1slam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet
aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial.*! Magashid syari’ah
adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak dicapai oleh syari” dalam
setiap hukum yang ditetapkan-Nya. Segala ketetapan hukum yang telah diatur
dalam Al-Qur’an dan sunnah tidak ada yang sia-sia dan tanpa tujuan apa-apa.
Akan tetapi pastt mengarah kepada kemaslahatan, baik kemaslahatan bersama
maupun individu.*?
2. Dasar Hukum Magashid Syari’ah
Sebagian ulama menjadikan ayat-ayat dan hadis tertentu yang dapat

digunakan sebagai pijakan untuk teor1 magashid syari’ah 1n1. Ayat-ayat tersebut

adalah:

b b 0 0 K s i
Artinya, “Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu

dalam agama.” (QS. Al-Hayjj (22): 78)
2 2 Bg Vs s 1S B
Artinya, “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki
kesukaran.” (QS. Al-Baqarah (2): 185)
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*! Retna Gumanti, “Magqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum
Islam),” Al-Himayah 2, no. 1 (2018): 97-118.
** Busyro, Magqashid al-Syariah, 14.
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Artinya, “Dari Sa'id ibn Abi Burdah dari ayahnya dari kakeknya berkata, "ketika
Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ibn Jabal, Rasulullah berkata,

"Mudahkanlah dan jangan dipersulit, gembirakanlah dan jangan di-
takut-takuti..." (HR. al-Bukhar1)”

Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa syariat 1slam merupakan
syariat yang mudah dan ftidak menginginkan adanya kesulitan dalam
melaksanakannya. Selain 1tu, adanya syariat i1slam tidak lain adalah bertujuan

untuk kemaslahatan, yaitu mewujudkan manfaat dan menghilangkan mafsadat.

3. Magashid Syari’ah Klasik

Kajian hukum islam klastk menyebutkan bahwa magashid
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu daruariyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat.
Magashid daruriyat dibagi lagi kedalam hifz ad-din (perlindungan agama), hifz
an-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-mal (perlindungan harta), hifz al-aql
(perlindungan akal), hifz an-nasl (perlindungan keturunan).*

Daruriyyat (tujuan-tujuan primer) didefinisikan sebagai tujuan yang
harus ada, yang ketiadaannya didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang
ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total, misalnya
untuk menyelamatkan jiwa, 1slam mewajibkan 1badah.

Hajiyyat (tujuan-tujuan sekunder) didefinisikan sebagai sesuatu yang
dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-

kepentingan yang termasuk ke dalam kategor1 daririyyat, misalnya untuk

melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer dibutuhkan berbagai fasilitas

* Muhammad Ramadhan, “Magashid Syariah dan Lingkungan Hidup,” Analytica Islamica 21, no.
2 (Jul1 2019): 126-36.
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antara lain bangunan masjid, jika tidak ada masjid maka terjadi kesulitan dalam
melaksanakan ibadah meskipun ketiadaan masjid tidak sampai menghancurkan
ibadah karena ibadah dapat dilakukan di luar masjid.

Tahsiniyyat (tujuan-tujuan tersier) di definisikan sebagai sesuatu yang
kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetap1r bersifat akan
memperindah proses perwujudan kepentingan daruriyyat dan hajiyyat.
Sebaliknya ketiadakhadirannya tidak akan menghancurkan maupun
mempersulit kehidupan, tetapt mengurangi rasa keindahan dan etika, bersifat
relatif dan lokal sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan nash. Misalnya
masjid yang diperindah dengan memasang kubah model Istanbul, Kairo maupun
Jakarta diserahkan kepada rasa estetika dan kemampuan lokal.*

4. Magashid Syari’ah Perspektif Jasser Auda

Salah satu tokoh muslim kontemporer yang fokus pada perubahan filsafat
hukum 1slam adalah Jasser Auda. Jasser Auda menggunakan magashid syari’ah
sebagai dasar berfikir dengan menggunakan pendekatan sistem dalam metode
berpikir dan pisau analisisnya. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan baru
yang belum pernah digunakan untuk membahas hukum islam dan ushul figh.*

Jasser Auda menjelaskan bahwa magashid syari’ah adalah cabang 1lmu
1slam yang dapat menjawab persoalan-persoalan sulit yang ditemukan di zaman
sekarang. Menurut beliau persoalan 1tu dimulai dengan kata mengapa?” yang

kemudian jawabannya mengarah kepada hikmah dari aturan yang telah ada. Dari

* Retna Gumanti, “Magasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum
Islam).”

+ Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syariah (Bandung: PT. Mizan
Pustaka, 2015), 251.
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sini dapat dipahami bahwa untuk menganalisis dan mengungkapkan magashid
dar1 pertanyaan-pertanyaan serta membawa pada kejelasan makna prinsip, Jasser
Auda menggunakan kata tanya “mengapa?”.

Terdapat enam fitur sistem yang digunakan Jasser Auda sebagai pisau
analisis, diantaranya dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (cognition),
kemenyeluruhan (wholeness), keterbukaan (openness), hierarki berpikir yang
saling mempengaruhi (interrelated hierarchy), berpikir keagamaan yang
melibatkan berbagai dimensi (multidimensionality) dan kebermaksudan
(purposefullness). Keenam fitur tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan
yang lainnya sehingga membentuk keutuhan berpikir. Akan tetapi, satu fitur yang
dapat menjangkau fitur-fitur yang lainnya adalah fitur kebermaksudan
(magashid).*’

Oleh sebab 1tu, Jasser Auda menjadikan magashid syari’ah sebagai
prinsip mendasar dalam mereformasi hukum islam kontemporer yang diusulkan.
Mengingat efektivitas suatu hukum dilihat dari tingkat pencapaian tujuannya,
maka efektivitas hukum islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian magashid
syari’ah nya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sejauh mana problem solving
suatu sistem hukum terhadap permasalahan tertentu; apakah lebih efektif, lebih
berdaya guna, dan memberikan manfaat yang lebih luas untuk umat islam.

Reformasi pertama yang diusulkan oleh Jasser Auda yaitu merubah

magqashid syari’ah dalam perspektif kontemporer, yang mana sebelumnya

* Ayu dan Izzuddin, “Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama
Kabupaten Gresik tahun 2020-2021 Prespektif Magasid Syariah.”
¥ Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syariah, 253.
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bernuansa protection (penjagaan) dan preservation (pelestarian) menjadi
magashid syari’'ah yang memiliki development (pengembangan) dan pemuliaan
human rights (hak-hak manusia). Jasser Auda menyarankan agar pengembangan
Sumber Daya Manusia menjadi hal yang diutamakan untuk kemaslahatan umat
saat 1ni.

Reformasi kedua adalah Jasser Auda menawarkan tingkatan otoritas dalil
dan sumber 1slam yang sesuai dengan zaman, contohnya seperti menggunakan
hak-hak manusia sebagai dasar untuk menyusun tipologi hukum islam
kontemporer. Berdasarkan spektrum level legitimasi dan sumber 1slam pada saat
in1, Jasser Auda mengusulkan tipologi baru teori-teori hukum Islam sebagai
pendekatan reformasi hukum Islam kontemporer. Menurutnya, ada tiga
kencenderungan (aliran) hukum Islam, yaitu: tradisionalisme, modernisme, dan
posmodernisme. Yang perlu digarisbawahi di sim1 bahwa ketiganya adalah
kecenderungan, bukan mazhab.*®

Dampak dar1 adanya reformasi in1 adalah tidak ada lagi batasan mazhab
Sunni, Syi’ah, Mu’tazilah, Khawari), dan sebagainya, seperti yang biasa
dipahami dan diajarkan selama ini1 di dunia pendidikan Islam. Jadi, seorang faqih
(ahli agama, baik dar1 kalangan da'i, guru, dosen, kyai, tokoh agama, dan bahkan
orang awam) lebih fleksibel dalam menyikapi suatu kasus figih . Orang tersebut
dapat berpindah-pindah kecenderungan, sesuai dengan pendekatan baik dalam

konteks otoritas dalil maupun sumber hukum yang digunakan.

*® Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syariah, 254.
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Reformasi ketiga adalah mengusulkan sistem hukum Islam yang berbasis
Magasid Syariah. Inilah kontribusi signifikan yang diberikan oleh Jasser Auda

dalam rangka mereformasi filsafat hukum Islam melalu1 fungsi fitur-fitur sistem.

a. Fitur Kogmtif

Dalam melihat hubungan antara realitas dan pemahaman manusia
tentangnya, perspektif sistem adalah pendekatan menengah antara perspektif
realis dan nominalis. Teor1 sistem memandang hubungan konsepsi dengan
realitas sebagai 'korelasi’. Menurut teor1 sistem, terdapat keterkaitan antara
konsepsi dan realitas tanpa mengharuskan adanya identitas (konsepsi sama
dengan realitas) maupun dualitas (konsepsi sama sekali tidak ada
hubungannya dengan realitas). Ekspresi dari korelasi ini adalah "Watak
kognitif sistem'. Sebagaiana yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah, hipotesis
sistem hukum Islam adalah sistem hukum Islam merupakan konstruksi
konseptual yang muncul dalam kognisi fakih (fi zihn al-faqih).*’

Berdasarakan sudut pandang teologi Islam, hukum Islam (fiqih)
diciptakan sebagai hasil dar1 1jtthad manusia terhadap nas dalam upaya untuk
mengungkap makna tersembunyi dan konsekuensi praktis dari hukum
tersebut. Para ahli fiqith maupun teolog Muslim menegaskan bahwa "Tuhan
tidak boleh disebut sebagai ahli fiqih (fagih), karena tidak ada yang
tersembuny1r dari-Nya”. Oleh karena 1tu, figth adalah bagian dan
kognisi/idrak (idrak) dan pemahaman (fahm) manusia, bukan sebagai

manifestasi literal dar1 perintah Tuhan. Al-'Ain1 menjelaskan: "Fiqih adalah

¥ Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syariah, 255.
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pemahaman. Pemahaman membutuhkan persepsi yang bagus. Sedangkan
persepst adalah daya yang membuat seseorang mampu menghubungkan citra
atau makna holistik pada 1drak akal (idrak 'aqli)."

Sedangkan menurut Al-Baidawi: “Tentu saja, fiqih adalah suatu
dugaan/zan, alih-alih keyakinan (’i/m), yang berada pada tingkatan yang
berbeda. Sebab, keyakinan bahwa suatu keputusan hukum tertentu adalah
juga kemauan Tuhan adalah klaim yang mustahil dapat diverifikasi atau
dibuktikan”. Fitur *watak kognitif hukum islam’ in1 mutlak dibutuhkan untuk
validasi, suatu kebutuhan kuat terhadap pandangan pluralistik pada semua
mazhab figih .>°
b. Fitur Kemenyeluruhan

Dar1 sudut pandang teori sistem, manfaat utama analisis sistematis
dibandingkan analisis 'dekomposisional' adalah pendekatan menyeluruh
versus pendekatan parsial. Pemikiran parsial sebab-akibat menjadi fitur
umum pemikiran manusia hingga zaman modern. Sekarang ini, penelitian di
bidang 1lmu pengetahuan alam dan sosial telah berkembang dari analisis
parsial, penyamaan klasik, dan pernyataan logis, menuju penjelasan seluruh
fenomena dalam kaitannya dengan sistem yang holistik. Menurut ilmu
pengetahuan masa kini fenomena fisik dasar seperti ruang/waktu dan

badan/pikiran, tidak dapat dipisahkan secara empiris.”’

0 Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syariah, 257.
>t Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syariah, 259.
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Menurut teor1 sistem, hubungan sebab-akibat adalah satu bagian dar
keseluruhan, yang mana sekelompok hubungan menghasilkan karakteristik-
karakteristik yang bermunculan dan berpadu untuk membentuk 'keseluruhan'
yang lebih daripada 'penjumlahan bagian-bagiannya' (sum of the parts).>

Berdasarkan argumen teologis dan rasional, tingkat validitas atau
kehujahan dalil holistik atau dalil kulli (a/-dalil al-kulli) dinilai sebagai salah
satu (bagian) Usul Fiqih di mana para fakih memberinya prioritas di atas
'hukum-hukum vyang tunggal dan parsial. Pengembangan pemikiran
sistematis dan holistik pada ushul fiqih akan bermanfaat untuk filsafat hukum
islam karena akan mengembangkan paradigma sebab-akibat menuju
paradigma yang lebih holistik. Pendekatan holistik juga berguna bagi filsafat
teologi (Ilmu Kalam) Islam, dalam rangka mengembangkan bahasanya
tentang sebab-dan-akibat menuju bahasa yang lebih sistematis, termasuk
thwal bukti keberadaan Tuhan, sebagaimana digambarkan sebelumnya.

c. Fitur Keterbukaan

Menurut teoritikus, sistem-hidup haruslah sistem terbuka. Hal 1
berlaku untuk organisme hidup dan sistem apa saja yang ingin bertahan hidup.
Bertalanffy menghubungkan fitur-fitur keterbukaan dan kebermaksudan
dengan fitur sistemnya seperti kesepadanan, ekuifinalitas. Ekuifinalitas
menyebabkan bahwa sistem terbuka memiliki kemampuan untuk mencapai
tujuan yang sama dar1 berbagai kondisi awal yang berbeda melalui alternatif

yang setara. 'Kondisi-kondisi awal' itu berasal dar1 lingkungan, di mana

°2 Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syariah, 261.
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sistem-terbuka berinteraksi dengan lingkungan di luar, bukan seperti sistem-
tertutup yang terisolasi dari lingkungan.>?

Sistem hukum Islam adalah sistem 'terbuka'. Semua mazhab fiqih
terkenal dan mayoritas faqih selama berabad-abad setuju bahwa 1jtihad
merupakan keniscayaan bagi hukum islam, karena nas khusus 1tu terbatas,
sedangkan peristiwa tidak terbatas. Akan tetapi, beberapa faqih masih
menyeru pada 'penutupan pintu 1jtihad pada level teor1 Ushul Figh yang akan
menjadikan hukum Islam 'sistem tertutup', dan pada akhirnya menyebabkan
hukum Islam menjadi 'mati' secara metaforis.

Oleh karena 1tu, metodologi ushul figh mengembangkan mekanisme
tertentu untuk menghadap1 permasalahan baru. Contoh mekanisme 1n1 adalah
kias, kemaslahatan, dan mengakomodasi adat istiadat atau urf (i tibar al-"urf).
Akan tetapi, mekanisme-mekanisme in1 masith membutuhkan pengembangan
lebih jauh sehingga menjadikan hukum islam fleksibilitas dalam menghadapi
perubahan di era modern. Mekanisme dan kadar keterbukaan akan menjadi
salah satu fitur yang digunakan dalam pengembangan dan analisis kritis
terhadap sistem ushul figh 1slam dan sub-sistemnya.

d. Fitur Hierarki

Analisis entitas secara hierarkis adalah pendekatan umum di antara

metode-metode sistematis maupun dekomposisi. Pada umumnya aplikasi

tingkatan-tingkatan 'universal' terbatas pada bidang ilmu alam.

>* Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syariah, 262.
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Kategorisasi adalah proses memperlakukan entitas-entitas yang
terpisah dan tersebar pada sebuah ruang yang berkarakteristik multidimensi,
sebagal padanan yang membentuk grup atau kategor1 yang sama. Ini
merupakan salah satu dar1 aktivitas-aktivitas kognitif yang paling
fundamental, yang mana manusia memahami informasi yang diterima,
membuat generalisasi dan prediksi, memberi nama, dan menilai berbagai item
dan ide.”

Menurut sains kognitif terdapat dua alternatif teoretik untuk
menjelaskan kategorisasi yang dilakukan manusia. Metode-metode alternatif
tersebut adalah kategorisasi berdasarkan 'kemiripan fitur' (feature similarity)
dan kategorisasi berdasarkan 'konsep mental' (mental concepts).””

Kategorisasi berbasis fitur bertujuan untuk menemukan kesamaan dan
perbedaan 'natural' di antara entitas-entitas yang dikategorikan. Persamaan
atau perbedaan antara dua entitas diukur berdasarkan seberapa mirip atau
berbeda dalam kaitannya dengan 'fitur' atau karakteristik yang telah
ditentukan sebelumnya. Melalui kecocokan fiturnya dengan fitur
'prototipe/model 1deal’, item tersebut akan dinilai sebagai bagian dar1 kategori
tertentu.

D1 sis1 lain, kategorisasi berbasis konsep menetapkan kategori
berdasarkan konsep mental, bukan melalu1 persamaan fitur. Konsep mental

adalah prinsip atau teor1 pokok dalam persepsi seseorang yang

>* Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syariah, 262.
>> Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syariah, 262.
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mengkategorisasikan serta mencakup kombinasi sebab-musabab kompleks
dan jalur penjelasan yang ditampilkan dalam kerangka terstruktur.

Sebuah konsep tidak sekadar fitur yang dinyatakan ada atau tidak,
akan tetapi sebuah kelompok kriteria multidimensi yang dapat menghasilakan
sejumlah kategorisasi simultan untuk entitas yang sama. Sebuah konsep juga
menyatakan secara tersirat sebuah barisan kategori 'kasar' (rough), 'samar-
samar’ (vague), dan 'lunak’ (soft), daripada kategori 'keras' (hard), yaitu garis
antara kategori-kategor: bukanlah nomor atau ukuran yang jelas, melainkan
persepsi yang berbeda dalam barisan 'yang masuk akal' (reasonable) dari satu
orang dengan orang lain.

Kategorisas1 berbasis fitur dikritik karena memiliki beberapa
kekurangan dibandingkan dengan teor1 kategori berbasis konsep. Berikut in1
adalah alasan-alasan teoretis yang mendukung metode kategorisasi berbasis
konsep daripada kategori berbasis fitur. Argumen ini1 yang dapat digunakan
untuk mengkritik kategorisasi tradisional (berbasis-fitur) mazhab-mazhab
fiqih.

1) Metode berbasis konsep merupakan metode integratif dan sistematis,
berbeda dengan metode berbasis fitur yang berhubungan dengan
entitas-entitas sebagai daftar atribut atau fitur yang tidak
berhubungan, sehingga kehilangan banyak infomasi analisis.

2) Metode-metode berbasis fitur mungkin mengarah pada generalisasi
berlebihan dengan meringkas banyaknya informasi menjadi penilaian

sederhana tentang ada atau tidak adanya suatu fitur.
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3) Klasifikas1 berbasis fitur tidak menyediakan barisan atau perpang-
katan multi-level karena didasarkan pada metode 'sarang merpati
(pigeon hole)’ yang biasanya memiliki pandangan simpel antara dua
pilihan saja: benar/ada atau salah/tidak ada.

4) Untuk menjaga homogenitas fitur-fitur yang dikategorikan, faktor

penting non-biner terkadang diabaikan.

Kategorisasi berbasis konsep akan diterapkan pada dasar-dasar hukum
[slam. Analisis tidak akan berhenti pada hasil hierarki 'struktur pohon', akan
tetapi juga diperluas untuk menganalisis hubungan saling mempengaruhi
antara subkonsep-subkonsep yang telah dihasilkan. Pertimbangan 'struktur'
tidak akan terbatas pada analisis logika formal, seperti silogisme Aristoteles
ataupun mata-rantai deduktif Russel, tetapi akan fokus pada 'prosedur

penilaian' dalam implementasi praktis fiqih dari konsep tersebut.

e. Multi-dimensionalitas

Dua konsep utama dalam memandang sistem secara multidimensi
menurut teori sistem adalah pangkat (rank) dan tingkatan (/evel). Pangkat
menunjukkan banyaknya dimensi dalam bidang yang akan dibahas,
sedangkan tingkatan menunjukkan banyaknya level atau kadar proporsional
yang mungkin ada pada suatu dimensi.”®

D1 sis1 lain, mvestigasi filosofis yang populer cenderung berpikir

dalam konteks satu dimensi dan dua tingkatan. Fenomena, bahkan 1de-ide,

*® Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syariah, 277.
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dengan 'tendensi-tendensi yang bertentangan' biasanya dilihat dalam konteks
satu dimensi saja, sehingga terlihat saling bertentangan daripada saling
melengkapi dan dianalisis sebagai pertandingan yang harus berakhir dengan
kekalahan satu pihak dan kemenangan pihak lain (zero-sum games),
dibanding pertandingan yang dapat dimenangkan bersama-sama (win-win
games). Dalam penelitian populer, 1stilah dikotomis selalu digunakan untuk
menggambarkan fenomena dan i1de yang terlihat ’bertentangan’, seperti:
agama/sains, empirik/rasional, fisik/metafisik, realis/nominalis,
deduktif/induktif,  universal/spesifik, kolektif/individual, teleologis/
deontologis, akal/materi, objektif/subjektif, dan seterusnya.>’
Dikotomi-dikotomi di atas menunjukkan pemikiran satu pangkat dan
dua tingkatan, dimana perhatian hanya diberikan pada satu faktor saja,
padahal masing-masing pasangan dapat saling melengkapi pada dimensi yang
lain. Contoh: agama dan sains, mungkin terlihat berkontradiksi terkait
dimensi sentralitas konsep 'perintah Tuhan', namun keduanya bisa saling
melengkapi dalam kaitannya dengan tujuan meraith kebahagiaan umat
manusia, dalam kaitannya dengan usaha menjelaskan asal-usul kehidupan,
dan seterusnya. Akal dan mater1 bisa dianggap saling bertentangan dalam
dimensi hubungan keduanya dengan data sensual (indriawi), tetapi bisa
dipandang saling melengkapi dari dimensi teor1 kognitif/ilmu otak dan

kecerdasan buatan, dan lain-lain.®

> Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syariah, 283.
°8 Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syariah, 285.
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Selain 1tu, kurangnya perhatian multidimensi terlihat dalam penilaian
bertingkat dua yang sudah populer terhadap kecenderungan-kecenderungan
berlawanan, yang lebih baik dipandang sebagai dua poin paling ekstrem di
antara poin-poin kontinum atau spektrum. Oleh karena itu, pemikiran
manusia sering terbatas pada pilihan-pilithan biner yang keliru, seperti
pasti/tidak pasti, hitam/putih, tinggi/rendah atau baik/buruk. Dalam suatu
perpangkatan yang monodimensi, warna, misalnya, putih dan hitam
seharusnya lebih dipandang sebagai dua ujung dar1 tingkatan-tingkatan
sejumlah warna abu-abu yang tidak terhingga.”

[jtthad dalam mazhab-mazhab fiqih tradisional masih melibatkan
banyak pemikiran satu dimensi: dan pemikiran biner. Metode-metode satu
dimensi hanya mempertimbangkan satu aspek dalam sebuah kasus hukum
(mas'alah). Oleh karena 1tu, banyak fatwa dikeluarkan berdasarkan satu dalil
saja (sering disebut dengan dalil al-mas‘alah), meskipun sebenarnya selalu
ada berbagai dalil yang dapat diaplikasikan pada kasus yang sama dan
berimplikasi pada hasil akhir atau hukum yang berbeda. Hal im1 didiskusikan
dalam literatur Usul Fiqih tradisional dan kontemporer dengan judul
'pertentangan dalil-dalil' atau ta'@rud (ta'arud al-adillah).*

D1 sist lain, penilaian biner seperti wajib/haram, nasikh/mansukh,

sahth/fasid, mundabit/waham, dan lain-lain membatasi kemampuan hukum

>3 Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syariah, 286.
0 Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syariah, 287.
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[slam terhadap kasus-kasus yang perlu dipertimbangkan dalam 'area abu-abu'
antara poin-poin yang ekstrem ini.
f.  Fitur Kebermaksudan

Tujuan (goal-oriented) dan kebermaksudan (purposefulness) adalah
fitur yang paling umum dar1 beberapa teor1 sistem yang ada. Gharajedaghi
membedakan antara tujuan dengan maksud. Gharajedaghi menilai suatu
sistem sebagai sistem yang memiliki maksud (memiliki fitur kebermaksudan)
apabila: (1) sistem 1tu mencapai hasil (outcome) yang sama dengan cara-cara
yang berbeda pada lingkungan yang sama, dan (2) mencapai hasil yang
berbeda-beda pada lingkungan yang sama atau pada lingkungan yang
berbeda-beda.®

Sistem pencar1 tujuan (goal-seeking systems), secara mekanis
mencapal tujuan akhirnya dengan mengikuti cara-cara yang sama, pada
lingkungan yang sama dan tidak memiliki kesempatan atau pilihan untuk
mengubah cara-caranya untuk meraih tujuan yang sama. D1 sis1 lain, sistem
pencart maksud (purpose-seeking systems) dapat mengikuti berbagai cara
untuk merath tujuan akhir atau maksud yang sama. Lebih dar 1tu, sistem-
pencari-tujuan tidak dapat menghasilkan hasil yang berbeda wuntuk
lingkungan yang sama, karena hasil yang dituju relatif telah 'terprogram
sebelumnya' (pre-programmed). Namun, sistem-pencari-maksud dapat
menghasilkan hasil yang berbeda untuk lingkungan yang sama selama hasil-

hasil yang berbeda i1tu mewudujkan maksud yang dinginkan. 'Maqasid'

°1 Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syariah, 289.
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sebagai salah satu fitur yang diaplikasikan pada Usul Figqith secara
keseluruhan seperti yang diaplikasikan pada seluruh tingkatan dan elemen
hukum islam.5?

Berdasarkan sudut pandang teologis, 'penyebaban' (causation) dalam
'aksi-aksi 1lahiah' menjadi subjek perdebatan yang berlangsung lama dalam
filsafat dan teologi. Pertanyaannya adalah apakah 'aksi-aksi Tuhan harus
memiliki sebab-sebab di baliknya' atau tidak. Penting untuk diingat bahwa
konsep 'sebab-sebab' (asbab/ilal) adalah tidak berbeda, dalam konteks
literatur teologi Islam maupun dengan konsep 'maksud-maksud (agrad/
magqashid/hikam). Akan tetapi, kedua konsep i dibedakan dalam area
hukum-hukum fiqih praktis.5?

Secara teologis, hukum i1slam merupakan hasil dar1 salah satu 'aksi-
aksi Tuhan', yaitu wahyu, dan maksud-maksud di balik hukum, yaitu Magasid
Syariat. Jadi, pertanyaannya adalah: apakah Tuhan memiliki maksud di balik
hukum? para teolog muslim atau ahli ilmu kalam memberikan tiga jawaban
yang berbeda atas pertanyaan 1ni.

Aksi-aksi ketuhanan harus memiliki sebab-sebab/maksud-maksud.
Muktazilah dan Syiah (dengan beberapa pengecualian) membagi aksi-aksi
ketuhanan menjadi 'baik (hasan) atau 'buruk' (gabih). Mayoritas mereka
percaya bahwa salah satu dari dua fitur in1 adalah 'intrinsik (dhati) dalam

setiap aksi dan tidak mengacu pada perubahan keadaan. Mereka percaya

82 Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syariah, 290.
% Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syariah, 291.
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bahwa akal manusia mampu menilai baik dan buruk (a/-tahsin wa al-tagbih)
secara independen.

Mengingat baik dan buruknya sesuatu merupakan hasil rasionalisasi,
maka Muktazilah menilainya sebagai universal, dan kemudian
menerapkannya pada umat manusia dan juga Tuhan (berdasarkan 'prinsip
keadilan' mereka). Bagi umat manusia, aksi yang baik 1alah kewajiban dan
aksi yang buruk 1alah larangan. Bagi Tuhan, aksi yang baik adalah aksi yang
'Dia harus melakukannya' dan aksi yang buruk, menurut istilah mereka adalah
aksi yang 'mustahil bagi Dia melakukannya'. Jadi, mereka juga percaya
bahwa aksi-aksi tanpa maksud adalah tidak berguna, dan hal 1tu berarti buruk.
Oleh sebab 1tu, mereka menilai bahwa seluruh aksi-aksi Tuhan pasti memiliki
maksud.®*

Sedangkan Asy'ariah dan Salafi, termasuk Hanbali, mengambil posisi
yang merupakan reaksi sekaligus lawan radikal terhadap posisi Muktazilah di
atas. Mereka percaya bahwa sebuah aksi bisa 'baik' atau 'buruk’, akan tetapi
mereka menganggap bahwa klasifikasi in1 harus didasarkan pada 'Syariat' dan
bukan pada akal. Bagi Asy'ariah apabila aksi-aksi tersebut tanpa syariat, maka
antara 'baik' dan 'buruk' adalah setara; bagus dan jelek (tentu saja, dengan
pengecualian pengetahuan/kebodohan dan adil/tidak adil). Jadi, mereka
menilai bahwa Tuhan tidak pernah 'harus' melakukan apa pun, dan apa yang
Dia lakukan, tanpa mempedulikan apa 1tu, adalah 'bagus' dan 'baik'. Oleh

karena 1tu, Asy'ariah percaya bahwa aksi Tuhan adalah di atas maksud, karena

* Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syariah, 293.
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pelaku suatu aksi untuk sebuah maksud berarti 'butuh’ pada maksud tersebut,
sedangkan Tuhan 1tu di atas kebutuhan. Mereka juga menegaskan bahwa
Tuhan adalah 'Penyebab dar1 sebab-sebab dan Pencipta sebab-sebab dan
akibat-akibatnya juga'. Oleh karena 1tu, Dia melakukan apa pun yang Dia
kehendaki tanpa harus ada 'sebab-musabab apa pun'. Asy'ariah mendasarkan
seluruh dasar hukum dan filsafat moral mereka pada argumen di atas. Al-
Gazali, misalnya, menilai bahwa 'teori posisi tengah' (yang juga disebut
prinsip moderasi Aristoteles) adalah valid karena Nas telah menentukannya,
bukan karena rasio menyetujuinya, sebagaimana pendapat para filsuf."®
Aksi-akst ketuhanan memiliki sebab-sebab/maksud-maksud yang
diadakan-Nya sebagai rahmat terhadap makhluk-Nya. Maturidi-ah (termasuk
mazhab Hanafi), yang memiliki sedikit pengikut dibandingkan mazhab-
mazhab di atas, mengambil posisi tengah-tengah. Mereka percaya bahwa
Muktazilah benar dalam menentukan maksud terhadap aksi Tuhan, tetapi
salah dalam meletakkan 'kewajiban' kepada Tuhan. Maturidiah juga percaya
bahwa Asy'ariah 1tu benar bahwa Tuhan tidak 'membutuhkan' maksud, namun
mereka percaya bahwa maksud dan manfaat adalah kebutuhan manusia,
bukan kebutuhan Tuhan. Maturidiah percaya pada prinsip tahsin dan tagbih.
Akan tetapi, bagi mereka, 'akal' tidak memaliki 'otoritas menilai' apa yang baik
dan apa yang buruk, tetapi akal merupakan alat pemberian Tuhan yang

memungkinkan manusia mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk.®®

® Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syariah, 294.
% Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syariah, 295.
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Dar1 segi mazhab fiqih, banyak fakih yang termasuk dalam Asy'ariah,
akan tetapt mereka tidak menerima posisi radikal Asy'ariah terhadap
magqgashid ilahiah dan mengambil posisi yang lebih dekat dengan posisi
Maturidiah dalam 1su in1. Namun, karena alasan politis dan takut penindasan,
ketika para fakih i1 mengekspresikan pandangan mereka tentang Magqasid,
mereka semua memastikan jarak yang aman dar1 Muktazilah dengan menolak
doktrin Muktazilah tentang fahsin dan tagbih. D1 antara mereka adalah al-
Amidi (w. 631 H/1234 M), al-Syatibi (w. 790 H/1388 M), 192 Ibn Taimiyah
(w. 728 H/1328 M), 103 Ibn al-Qayyim (w. 748 H/1347 M) dan Ibn Rusyd
(w. 584 H/1189 M).5’

Serangan Ibn Rusyd terhadap posisi Asy'ariah merupakan yang paling
keras. Dia menulis kitab 7ahafut al-Tahafut’ (Kerancuan dar1 Kerancuan),
sebagai kritik terhadap kitab al-Gazah "Tahafut al-Falasifah' (Kerancuan Para
Filsuf). Ibn Rusyd menulis bahwa 'siapa yang menolak sebab-sebab (asbab),
berarti dia menolak akal i1tu sendiri. Secara signifikan Al-Satibi menilai
Magasid Syariat sebagai usul yang lebih mendasar daripada Usul Fiqih 1tu
sendiri. Dia menganggap Maqasid sebagai pokok-pokok agama dan
keumuman keyakinan (usitl al-din wa kulliyyat al-millah).®®

Enam fitur sistem yang disajikan di atas, yaitu watak kognitif,
kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki yang saling mempengaruhi,

multidimensi, dan kebermaksudan mamiliki keterkaitan yang erat satu sama

o7 Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syariah, 297.
° Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syariah, 298.
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lain. Akan tetapi, satu fitur yang menjangkau semua fitur lain dan
merepresentasikan inti  metodologi analisis sistem adalah  fitur
'kebermaksudan' (maqgdashid/ purposefulness).

Berikut in1 gambaran singkat hubungan antara magashid dengan fitur-
fitur sistem hukum Islam yang lain. Magashid memiliki keterkaitan dengan
watak kognitif hukum Islam, karena berbagai tawaran magdashid syariat
merefleksikan, pada hakikatnya, metode kognisi para fakih dalam menangkap
watak dan struktur syariat itu sendiri.®”

a) Magashid uvmum hukum 1slam merepresentasikan karakteristik
holistik dan prinsip-prinsip umum hukum [slam.

b) Magashid hukum islam memainkan peran amat penting dalam proses
ytihad, dalam berbagai bentuknya, vyaitu mekanisme yang
memungkinkan sistem hukum islam memelihara keterbukaannya.

¢) Magashid hukum islam dirasakan dalam sejumlah cara hierarkis, yang

merepresentasikan hierarki-hierarki dalam sistem hukum Islam.

Magashid menyediakan beragam dimensi yang membantu
memecahkan dan memahami pertentangan-pertentangan yang tampak sekilas

dalam nas dan pertentangan-pertentangan antar-teori usul fiqih .

Oleh sebab 1tu, mempertimbangkan magqgashid syari’ah sebagai
prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam analisis berbasis sistem.

Mengingat bahwa efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat

* Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syariah, 298.
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pencapaian tujuannya, baik sistem buatan manusia maupun 'natural’, maka
efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian

magqgashid-nya.
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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ratio Decidendi Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Murtad dalam
Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim merupakan alasan yang
digunakan oleh hakim untuk bahan pertimbangan hukum dan menjadi dasar
sebelum memutuskan suatu perkara. Dalam sistem peradilan, ratio decidendi
memiliki peranan yang penting karena berfungsi sebagai sarana untuk
mengungkapkan pandangan hukum atas perkara yang ada. Ratio decidendi juga
dapat digunakan untuk pijakan logis dalam proses pengambilan keputusan oleh
pengadilan di masa mendatang. Oleh sebab itu, ratio decidendi memiliki kekuatan
penting dalam menafsirkan hukum dan menjamin kepastian hukum. Dengan
kejelasan dan ketepatan, ratio decidendi dapat memberikan arahan yang jelas bagi
para pithak yang berperkara dan mendukung konsistensi sistem hukum.”

Perkara dalam putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn 1 diajukan oleh
Pemohon yang berstatus sebagai suami. Sebelumnya Pemohon mengajukan perkara
ceral talak kepada Majelis karena merasa rumah tangganya sudah tidak harmonis
lagi. Ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh seringnya perselisithan karena
Termohon tidak pernah mengurus anak serta telah melakukan perselingkuhan
dengan pria lain. Selain 1tu, Termohon juga sudah berpindah keyakinan menjadi

Kristen Protestan karena akan menikah dengan selingkuhannya.”

0 Missleini dan Wulan, “*Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Nomor 813
K/PID2-23.” Jurnal Hukum Sehasen 10), No. 1(2024): 185-190.
"I Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA .Mn, 2.
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1. Duduk Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan Pada Putusan
Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn

Duduk perkara adalah penjelasan yang beris1 fakta-fakta yang
mendasari suatu kasus yang sedang disidangkan di pengadilan. Pada dasarnya
berisikan dalil gugatan, jawaban, replik, duplik, dan konklusi. Selain itu juga
berisikan mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sehingga
dapat diketahui apa yang menjadi pokok perkara dan proses pemeriksaannya.”

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn tentang pembatalan
perkawinan yang diajukan oleh suami sebagai Pemohon yang berumur 20
tahun dan beragama i1slam. Sementara i1tu, Termohon adalah seorang 1stri yang
berusia 18 tahun dan berkeyakinan Kristen Protestan. Pemohon dan Termohon
sama-sama tinggal di Kota Madiun. Sebelum menikah keduanya berstatus
Jejaka dan Perawan.”

Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama
Kota Madiun pada tanggal 12 Jumi 2023 dengan nomor
182/Pdt.G/2023/PA.Mn. Sebelumnya Pemohon dan Termohon menikah di
Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX pada
tanggal 23 Oktober 2020. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun. Dar1 pernikahan tersebut

keduanya dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir di Madiun, 30 September

2020 (us1ia 2 tahun).”

2 Rasyid dan Herinawati, Hukum Acara Perdata (Aceh: Unimal Press, 2015), 105.
™ Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA . Mn, 1-2.
™ Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA . Mn, 1-2.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

51

Sejak bulan Desember 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan
Temohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak pernah mengurus anak
dan selalu sibuk dengan Handphonenya. Pemohon sudah mencoba untuk
bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, akan tetapi
Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon.”

Pada bulan Januar1 2022 terjadi puncak konflik dengan pertengkaran
masalah yang sama. Namun pada bulan in1 juga terdapat permasalahan lain,
yaitu Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Pada bulan 1n1
juga Termohon berpamitan kepada Pemohon dan orang tua Pemohon untuk
pergi dari rumah orang tua Pemohon. Temohon dan Pemohon telah berpisah
rumah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Selama keduanya berpisah hak dan
kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Anak
hasil perkawinan Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon, maka dalam
hal 1m1 Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak hasil
perkawinan keduanya.’

Pada bulan April 2022 Termohon juga melakukan perselingkuhan
dengan pria lain. Pemohon dan termohon mempunyai selingkuhan dari sosmed

serta akan melakukan pernikahan dengan pasangannya masing-masing. Sejak

> Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA .Mn, 2.
’® Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA .Mn, 2.
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Mei 2023 Termohon sudah berpindah agama menjadi Kristen Protestan karena
akan menikah dengan pria selingkuhannya tersebut.”

Oleh karena 1tu, Pemohon ingin agar Majelis Hakim menetapkan
pernikahan antara Pemohon dan Termohon menjadi Fasakh (rusak) untuk
menjatuhkan talak satu raj’1 terhadap Termohon. Selain 1tu juga menetapkan
Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak kandung (laki-laki) yang lahir
di Madiun, 30 September 2020 dengan tetap memberikan 1zin kepada
Termohon untuk mengunjungi anak tersebut.”™

Pada harn sidang yang sudah ditetapkan, Pemohon dapat menghadiri
sidang tersebut, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang
dan tidak mencari orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun
sudah dipanggil secara resmi dan patut. Berdasarkan relaas Nomor
182/Pdt.G/2023/PA.Mn yang dibacakan di dalam sidang, tidak hadirnya
Termohon disebabkan karena suatu halangan yang sah.”

Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali. Majelis
Hakim sudah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan
Termohon, akan tetapt Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk
bercerai dengan Termohon. Selain itu, ketika hendak dilakukan mediasi,
Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara

resmi dan patut.®

7 Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA .Mn, 2.
8 Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, 3.
" Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA .Mn, 4.
* Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA .Mn, 4.
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Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan membacakan surat
permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon. Namun, pada persidangan tersebut Pemohon mengajukan
permohonan secara lisan untuk mencabut petitum angka tiga, yaitu mengenai
penetapan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak dan pemberian izin
kepada Termohon untuk dapat mengunjungi anak tersebut.®

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh
Pemohon, Pemohon mengajukan alat-alat bukti yang berupa surat-surat dan
saksi. Surat-surat yang digunakan sebagai bukti diantaranya®::

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P.1)
b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2)
c. Fotokopi Surat Baptisan (P.3)

Sedangkan saksi yang menguatkan dalil-dalil Pemohon terdapat dua
orang saksi. Saksi pertama berstatus sebagai ayah kandung Pemohon. Dalam
keterangannya, saksi pertama menjalaskan bahwa Pemohon dan Termohon
menikah pada tanggal 23 Oktober 2020 di KUA Manguharjo. Setelah menikah
Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon. Saksi
mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak
kandung yang lahir di Madiun, 30 September 2020.%

Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan

harmonis, akan tetapi mulai bulan Desember 2020 sudah tidak rukun lagi

! Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, §-9.
52 Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, 9-10.
%> Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA .Mn, 5.
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karena sering terjadi pertengkaran. Saksi pernah mendengarkan secara
langsung pertengkaran antara keduanya. Penyebab dari ketidakharmonisan
rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena adanya orang ketiga.
Antara Pemohon dan Termohon sama-sama memiliki Wanita Idaman Lain dan
Pria Idaman Lain. Saksi juga mengetahui Pemohon dan Termohon sudah
berpisah rumah sejak bulan Januar1 2022 sampai dengan Permohonan tersebut
diajukan.®

Selain 1tu, saksi juga mengetahui saat in1 Termohon sudah berpindah
agama menjadi penganut agama Kristen. Saksi mengetahui hal tersebut karena
pernah diceritakan dan diperlihatkan surat baptis oleh Termohon. Saksi dan
pithak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan
tetap1 tidak berhasil, sehingga menurut saksi rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan solusi terbaik adalah
bercerai.®

Kemudian saksi kedua, berstatus sebagai teman Pemohon yang
mengetahur bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istr1 yang sah
menikah pada tanggal 23 Oktober 2020 KUA Manguharjo. Keduanya tinggal
di rumah orang tua Pemohon. Dar1 perkawinan tersebut, Pemohon dan
Termohon dikaruniai anak yang lahir di Madiun, 30 September 2020. Saksi
juga mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis

mulai bulan Desember 2020 dan mengakibatkan antara Pemohon dan

% Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA .Mn, 5-6.
* Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA Mn, 6.
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Termohon pisah rumah sejak bulan Januari 2022 hingga permohonan tersebut
diajukan tidak pernah bersatu kembali.®

Selain 1tu, saksi mengetahui perselistihan dan pertengkaran yang
dilakukan Pemohon dan Termohon diakibatkan karena adanya orang ketiga
dalam rumah tangga yang mana antara Pemohon dan Termohon sama-sama
memiliki selingkuhan. Termohon pada saat itu juga telah berpindah keyakinan
menjadi agama Kristen yang diketahui saksi melalui unggahannya di media
sosial sedang melakukan pembaptisan dan pernah melihat surat baptisnya.®

Saksi juga mengetahui bahwa keluarga Pemohon sudah ada usaha untuk
mendamaikan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Selain
itu, saksi juga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya. Oleh
sebab 1tu sudah tidak ada jalan lain selain bercerai.®

Terdapat kesesuaian antara keterangan yang disampaikan oleh kedua
saks1 tersebut sehingga terbukti fakta-fakta diantaranya sejak Desember 2020
Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang diakibatkan
karena adanya orang ketiga, Pemohon memiliki hubungan dengan Wanita
Idaman Lain dan Termohon juga memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain.
Perselisithan tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah
pada bulan Januari 2022 hingga permohonan tersebut diajukan. Selama waktu
tersebut keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai

suami 1stri. Pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk

% Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, 6.
57 Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA .Mn, 7.
* Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA . Mn, 7.
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mendamaikan keduanya dengan cara bermusyawarah, akan tetapi tidak
membuahkan hasil karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan
Termohon yang sudah berpindah keyakinan menjadi agama Kristen.®
Setelah melakukan pertimbangan dengan mengingat semua pasal
dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan,
majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak yang dengan bunyi amar
atau dictum putusan®:
a. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
b. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek,
c. Memfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon;
d. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp695.000,00
(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
2. Ratio Decidendi Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Murtad dalam
Putusan Nomor 182/Pdt.GG/2023/PA.Mn
Ratio decidendi pertama, sebelum menjatuhkan fasakh pada putusan
Nomor 182/pdt/G/2023/PA.Mn, Hakim menggunakan beberapa pertimbangan

yang diambil dar1 dalil syar’1, diantaranya :

Surat Ar-Rum ayat 21

§-"a 5 wd_ S j""ﬂ - - al 3'-’ -1 £ o1 % 1 oow J#a#.ﬂ T ' o
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Artinya, ”Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia

% Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA . Mn, 11.
* Putusan Pengadilan Agama Madiun, Nomor 182/Pdt.G/2023/PA .Mn, 15.
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menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri
agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu
rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang
berpikir.”

Dar1 ayat tersebut dapat diketahur bahwasanya Allah menjadikan rasa
mahabbah dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan agar saling bersinergi
dan saling membantu dalam menghadap1 berbagai permasalahan hidup secara
bersama-sama sehingga dapat menjadi rumah tangga yang memiliki pondasi yang
kuat, kukuh, dan sempurna. Seorang laki-laki menginginkan seorang perempuan
yang senang memberikan  perhatian  kepadanya, @ menjaga  dan
mempertahankannya. Hal tersebut karena adanya rasa cinta, kasih sayang, belas
kasihan, dan merasakan adanya keserasian antara keduanya.*

Manusia pertama kali tercipta dari tanah, sedangkan keturunannya
berasal dari1 air (nuthfah) yang tercipta dar1 darah, darah tercipta dari nutrisi
makanan, nutrist makanan berasal dari tanaman. Kemudian Allah menjadikan
ikatan suami 1str1 di antara laki-laki dan perempuan dar1 asal-usul pembentukan
yang sama, dari jenis yang sama dan darn karakteristik alamiah yang sama supaya
tercipta rasa senang, cinta, ketertarikan, keharmonisan, kekeluargaan, keserasian,
dan ketenangan jiwa bersamanya. Karena sesungguhnya karakteristik jiwa adalah

condong dan tertarik kepada sesuatu yang memiliki keserasian dan kesesuaian

dengannya serta memiliki maksud, tujuan, dan kepentingan yang sejalan. Pada

1 Zuhaili, Tafsir Munir (Depok: Gema Insani, 2013), 92.
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waktu yang sama, jiwa tidak tertarik dan enggan terhadap sesuatu yang berbeda

dengannya, bertentangan dan bertolak belakang dengannya.®?

Kalimat P;-«.U 'y secara harfiah memiliki art1 dar1 dir1 kalian® yang

menunjukkan bahwa Allah menciptakan Hawa dari tubuh Adam, sebagaimana

yang disampaikan oleh sebagian kalangan. Akan tetapi, yang shahih sebagaimana

yang disampaikan oleh ar-Razi bahwa maksud dar1 kalimat 1n1 adalah VK-;-:; O

(dar1 jenis kalian) seperti yang ada pada ayat yang artinya:

“Sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri,”
(at-Taubah: 128)

Ayat i;ti-j ditafsirkan dan dijelaskan oleh ayat yang artinya:

"Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan
daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang
kepadanya." (al-A'raf: 189).

Pada kalimat tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan, ketentraman,
keharmonisan, ketertarikan, kekeluargaan, keintiman, dan ketenangan tidak akan
tercipta kecuali dengan yang sejenis.

Allah SWT melengkapi ikatan suami 1stri dengan suatu komponen yang
menjamin keberlangsungannya. Allah SWT pun menjadikan kaum perempuan

sebagai tempat ketenangan, ketenteraman, dan kenyamanan hati bagi kaum laki-

laki. Allah SWT juga menciptakan hubungan cinta, kasih sayang dan welas asih

72 Zuhaili, Tafsir Munir, 92.
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di antara pasangan suami istri. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kata 3334

yang berarti mahabbah, cinta. Sedangkan kata | yang berarti belas kasihan,

welas asih.®
Majelis Hakim menggunakan ayat tersebut sebagai pertimbangan untuk
melakukan fasakh karena hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon dirasa
tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang sebenarnya. Antara Pemohon
dan Termohon tidak terdapat mahabbah dan kasih sayang, bahkan keduanya sudah
memiliki selingkuhan masing-masing. Sehingga menyebabkan permasalahan
keduanya sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dan jalan terbaik adalah bercerai.
Selain 1itu Hakim juga menggunakan Figh Sunnah juz I halaman 389 dan
diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:
Lagi Bl Ao Lagan Aoy (61 83, OY 29U Lagn JS0Ne canba) 2mg))) 51 3)
e i G4 oy
Artinya, “Apabila seorang suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan
perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah
seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan

perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa
fasakh.”

Dapat disimpulkan bahwasanya apabila salah seorang suami atau istri
murtad, maka dapat memutuskan hubungan perkawinan mereka. Putusnya
hubungan tersebut berupa fasakh (pembatalan perkawinan). Seperti yang sudah

tertulis dalam pasal 116 huruf (h) KHI bahwa pindah agama atau murtad adalah

7 Zuhaili, Tafsir Munir, 96.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

60

salah satu alasan yang dapat menyebabkan perceraian. Dalam putusan nomor
182/Pdt.G/2023/PA.Mn pihak Termohon, yaitu istr1 telah berpindah agama
menjadi agama kristen sehingga dapat menyebabkan putusnya ikatan perkawinan.

Namun, apabila murtadnya suami atau istr1 tersebut ditinjau dari
perspektif empat madzhab, maka akan memiliki dampak terhadap status
perkawinan yang berbeda-beda. Pertama, menurut Madzhab Hanafi apabila yang
murtad adalah 1str1 maka perkawinan itu putus tanpa talak, atau bisa disebut
sebagai fasakh. Putusnya perkawinan 1itu terjadi sejak 1str1 murtad dan merupakan
ba’in yang mana suami sudah tidak bisa merujuk istrinya lagi meskipun sudah
kembali masuk 1slam. Sedangkan jika yang murtad adalah suami, maka terdapat
dua pendapat. Pendapat pertama, Menurut Al-Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf
perkawinan tersebut putus karena fasakh. Pendapat kedua, perkawinan 1tu putus

dengan talak (Pendapat Muhammad).*

Tabel 2
Putusnya Perkawinan karena Murtadnya Suami atau Istr1 dalam
Madzhab Hanafi
No. Yang Akibat Hukum terhadap Status Waktu Putusnya
Murtad Perkawinan Perkawinan
1 [str1 Sepakat bahwa perkawinan mereka | Dihitung sejak
ba’in tanpa talak (fasakh). terjadinya
2 Suami Sepakat bahwa perkawinan mereka | murtad
ba’in, tetapt berbeda pe ndapat
mengenai jalan ba’in, antara fasakh
atau talak.

Kedua, jika suami atau 1str1 murtad, terdapat perbedaan pendapat

menurut Mazhab Maliki. Jika yang murtad adalah 1stri, maka ikatan

** Afianto, Ahda Bina “Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad dalam Kompilasi
Hukum Islam.” Jurnal Humanity, no. 1(2013): 121-140.
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perkawinan tersebut putus seketika dengan jalan talak ba’in. Hal in1 sesuai
dengan pendapat Ibn Al-Qasim, al-Qayrwani, dan Ashab. Akan tetapi, menurut
Ashab bila 1str1 tersebut kembali kepada agama 1slam, maka tetap menjadi 1str1
bagi suaminya. Kemudian jika yang murtad adalah suami, maka ikatan
perkawinan tersebut akan putus seketika. Putusnya perkawinan itu bisa dengan
talak ba’in menurut Imam Malik. Sedangkan menurut Ibn Majishun apabila
suami kembali masuk i1slam dalam masa 1ddah istrinya, maka suami tersebut

memiliki hak atas istrinya secara keseluruhan.®

Tabel 3
Putusnya Perkawinan karena Murtadnya Suami atau Istr1 dalam
Mazhab Maliki
No. Waktu Akibat Hukum terhadap Status Waktu Putusnya
Murtad Perkawinan Perkawinan
. | Sebelum Fuqaha sepakat bahwa perkawinan | Dihitung sejak
dukhul putus, tetapi berbeda pendapat [ salah satu pihak

bagaimana putusnya perkawinan; | murtad
talak ba’in atau fasakh

2. | Setelah Fugaha sepakat perkawinan putus,
dukhul tetapt beda pendapat putusnya
perkawinan talak ba’in, raj’1, atau

fasakh

Ketiga, berdasarkan Madzhab Syafi’1 murtad dibedakan menjadi dua,
yaitu murtad sebelum dukhul dan setelah dukhul. Jika murtad dilakukan
sebelum dukhul, maka perkawinannya putus seketika. Akan tetapi, jika
murtadnya dilakukan setelah dukhul maka perkawinan itu ditangguhkan
sampai berakhirnya masa 1ddah. Apabila pithak yang murtad kembali masuk

agama i1slam ketika masa iddah belum habis, perkawinannya tetap utuh.

% Afianto dan Bina, Status Perkawinan Ketika Suami, 121-140.
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Perkawinan akan putus jika masa iddah sudah habis dan pihak yang murtad

belum kembali masuk islam.®®

Tabel 4
Putusnya Perkawinan karena Murtadnya Suami atau Istr1 dalam
Madzhab Syafi'i
No. Waktu Akibat Hukum terhadap Status Waktu Putusnya
Murtad Perkawinan Perkawinan
. | Sebelum Perkawinan putus seketika (ba’in) | Putus sejak
dukhul dengan jalan fasakh terjadinya
murtad
2. | Setelah Perkawinan putus dengan fasakh Perkawinan
dukhul diber1 tenggang
hingga masa
iddah  berakhir.
Ketika putus
dihitung  sejak
terjadinya
murtad

Keempat, berdasarkan Madzhab Hambali murtadnya seorang suami
atau 1str1 dibedakan menjadi murtad belum dukhul dan setelah dukhul. Apabila
suami atau 1str1 murtad sebelum dukhul, perkawinannya akan fasakh seketika.
Sedangkan jika setelah dukhul, maka ada perbedaan dari riwayat Ahmad.
Riwayat yang pertama putusnya ikatan perkawinan harus disegerakan, karena
yang mengharuskan fasakh sama ketika sebelum dan setelah dukhul.
Sedangkan riwayat kedua putusnya perkawinan ditangguhkan sampai
berakhirnya masa 1ddah karena untuk mengantisipasi apabila pihak yang
murtad kembali ke agama i1slam sebelum masa 1ddah habis, status

perkawinannya tetap utuh. Namun, apabila tidak kembali ke agama islam

% Afianto dan Bina, Status Perkawinan Ketika Suami, 121-140 .
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hingga 1ddahnya habis, ba’in dimulai sejak ada pihak yang murtad. Apabila

murtad dilakukan setelah dukhul boleh menunggu setelah masa i1ddah habis.*’

Tabel 5
Putusnya Perkawinan karena Murtadnya Suami atau Istr1 dalam
Madzhab Hambali
No. Waktu Akibat Hukum terhadap Status Perkawinan
Murtad
. | Sebelum Perkawinan putus seketika dengan jalan fasakh
dukhul
2. | Setelah Perkawinan putus dengan fasakh, akan tetap1 ada dua
dukhul riwayat yang berbeda, yaitu antara fasakh seketika
atau menunggu masa 1ddah habis

Apabila diringkas menjadi satu tabel, berikut adalah jenis fasakh pada

murtadnya suami atau 1strt menurut keempat madzhab figh :

Tabel 6
Jenis Fasakh Pada Murtadnya Suami Atau Istri Menurut Keempat Madzhab
Figh

No. Madzhab Keputusan Fasakh

. | Hanafi Fasakh seketika

2. | Malika Jika murtadnya sebelum dukhul, maka fasakh
seketika. Terdapat perbedaaan jika murtad setelah
dukhul

3. | Syafi1 Apabila sebelum dukhul murtad membatalkan

perkawinan, sedangkan setelah dukhul fasakh
menunggu berakhirnya masa iddah
4. | Hambali Sebelum  dukhul  murtad  membatalkan
perkawinan seketika, sedangkan ba’da dukhul
ada dua riwayat vyaitu fasakh seketika dan
menunggu berakhirnya masa iddah

Berdasarkan perbedaan putusnya perkawinan akibat murtad, dalam

perkara No. 182/Pdt.G/2023/PA.Mn Hakim memutuskan perkara fasakh akibat

97 Afianto dan Bina, Status Perkawinan Ketika Suami, 121-140.
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1str1 murtad 1n1 lebih condong kepada mazhab Hanafi karena Majelis Hakim
berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus
karena fasakh. Hal 1 sesuai dengan pendapat Mazhab Hanafi yang
berpendapat bahwa murtadnya 1str1 menyebabkan perkawinan itu putus tanpa
talak, atau bisa disebut sebagai fasakh. Putusnya perkawinan itu terjadi sejak
1str1 murtad dan merupakan ba’in yang mana suami sudah tidak bisa merujuk
istrinya lagi meskipun sudah kembali masuk islam.

Hal lain yang mendukung bahwa Majelis Hakim lebih condong
kepada mazhab Hanafi adalah pada ratio decidendi yang ketiga Majelis Hakim
mengambil fatwa para ulama Bukhara mengenai fasakhnya 1stri1 yang murtad.
Para ulama Bukhara berfatwa bahwa apabila 1str1 murtad, maka pernikahannya
fasakh. Akan tetapi jika suatu har istr1 tersebut kembali pada agama i1slam
maka keduanya harus memperbaru1 akadnya dengan tambahan mahar yang
ringan maka istri tersebut dapat kembali menjadi pasangan yang sah.

Ratio decidendi kedua,

Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahab Khalaf yang pendapatnya

diambil alih oleh Majelis Hakim yaitu memberikan penjelasan bahwa
apabila perkataan fasakh disandarkan kepada nikah, maka 1a akan
membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh
sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut
(vide Abdul Wahab Khalaf, Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-
Syari'ati al Islamiyah, Daral-Qalam, Quwait, 1990. hlm. 60).
Pendapat Imam Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya A/-Ahwal
Al-Syakhsiyyah menyebutkan "fasakh hakikatnya adalah sesuatu yang
diketahui atau terjadi belakangan, bahwa terdapat sebab yang
menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekuensi
dar1 diketahuinya sesuatu yang mengiringi aqad, yang menjadikan
aqad tersebut tidak sah." (vide Abu Zahroh, AI-Ahwal Al-Syakhsiyyah,
Darul Fikr Al-Arabi, Beirut, 1950, hlm. 324);
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Berdasarkan ratio decidendi di atas, Majelis Hakim mengambil
pendapat dari Abdul Wahab Khalaf dan Imam Muhammad Abu Zahrah yang
menjelaskan perihal fasakh. Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa kata
fasakh yang berada dalam konteks pembahasan pernikahan, maka akan
memiliki makna membatalkan pernikahan atau membubarkan pernikahan oleh
sebab-sebab tertentu vyang dapat menghalangi kekekalan hubungan
perkawinan. Selain 1tu, Majelis Hakim juga mengambil pendapat dar1 Imam
Muhammad Abu Zahroh yang memberikan arti mengenai fasakh, yaitu sesuatu
yang diketahuir atau terjadi belakangan karena terdapat sesuatu yang
menghalangi langgengnya pernikahan, atau konsekuensi dari diketahuinya
sesuatu yang mengiringi akad dan menyebabkan tidak sahnya akad tersebut.
Dalam hal ini, yang menghalangi kekekalan hubungan perkawinan antara
Pemohon dan Termohon dalam putusan nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn adalah
murtadnya pthak istri. Selain 1tu juga terdapat faktor-faktor lain yang
menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon,
sepert1 adanya orang ketiga dar1 masing-masing suami atau 1stri, Pemohon dan
Termohon tidak rukun sehingga Termohon pergi dar1 rumah yang mereka
tinggali dan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami 1stri.

Ratio decidendi ketiga,

Menimbang, bahwa dalam Iiteratur figh yang diambil sebagai

pertimbangan Majelis Hakim bahwa suatu pernikahan yang sudah

terjalin dengan sah bisa mengalami fasakh atau rusak tanpa harus

adanya keputusan Hakim dengan empat sebab: a) Rusaknya akad; b)

Munculnya kemahraman karena mushoharoh (besan atau mantu); c)

Murtad; d) Li'an (vide Al Hasabillah, A/-Furgoh Baina Zaujaini (Wa

ma vata'allagu biha min iddatin wa nasabin), Darul Fikr Al-Arabi,
Beirut., tt, hlm. 174). Menurut fatwa para ulama' Bukhara, jika 1stri
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murtad, maka pernikahannya juga fasakh. Namun, meski demikian,
jika suatu ketika s1 1str1 tadi dipaksa lagi untuk masuk Islam, kemudian
keduanya memperbaharui agadnya, dengan tambahan mahar yang
ringan, maka suami istri yang tadinya sudah fasakh tersebut, dapat
kembali bersama lagi. Hal im1 dilakukan dengan tujuan menutup
peluang bagi para 1str1 untuk lar dar1 para suaminya, dengan pura-
pura melakukan riddah/murtad (vide A1 Hasabillah, him.175);

Majelis Hakim mempertimbangkan perkara dalam putusan nomor
182/Pdt.G/2023/PA.Mn dengan berdasarkan literatur figh. Suatu pernikahan
yang sah dapat mengalami fasakh atau rusak dengan sendirinya tanpa harus
diputuskan oleh hakim apabila akadnya rusak, munculnya kemahraman karena
mushoharoh, murtad, atau Ii’an. Sedangkan menurut fatwa ulama Bukhara,
apabila 1str1 murtad maka terjadi fasakh pula. Akan tetapi, jika 1stri tersebut
memeluk agama islam lagi dan ingin kembali kepada suaminya yang dulu,
maka keduanya dapat memperbaru1 akadnya dengan tambahan mahar yang
ringan. Hal i1 bertujuan memperkecil peluang 1stri untuk lar1 dari suaminya
dengan berpura-pura melakukan riddah.

Ratio decidendi keempat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan

Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus karena fasakh. Dengan

demikian, alasan perceraian fasakh Pemohon tidak melawan hak dan

telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi
Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat

dikabulkan;

Sebelum memutuskan fasakh, Majelis Hakim menggunakan Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 sebagai pertimbangan. Bunyi

pasal tersebut adalah :
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“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara
suami 1str1 1tu tidak akan dapat rukun sebagai suama isteri.”

Dalam hal in1 Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan rumah
tangga Pemohon dan Temohon sudah tidak harmonis lagi. Hal tersebut
disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
Termohon sudah tidak pernah mengurus anak dan selalu sibuk dengan
handphone-nya. Pemohon sudah berusaha mengingatkan Termohon untuk
mengubah sikap, akan tetapi tidak dihiraukan oleh Termohon. Selain itu,
Pemohon dan Termohon sama-sama memiliki selingkuhan dan akan
melangsungkan pernikahan dengan pasangannya masing-masing. Pemohon
dan Termohon juga sudah berpisah rumah selama 1 tahun 6 bulan sehingga hak
dan kewajiban sebagai suami istri tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.
Keluarga dan teman Pemohon sudah berusaha untuk menasihati serta
merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil dan lebih baik bercerai.

Selain menggunakan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor |
Tahun 1974, Majelis Hakim juga menghubungkannya dengan Pasal 116 huruf
(h) Kompilasi Hukum Islam.

“Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak
rukunan dalam rumah tangga.”

Pasal tersebut memberikan dua syarat bagi perceraian yang
disebabkan karena murtad, diantaranya suami atau 1str1 yang telah murtad dan
murtadnya menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan

demikian, jika salah satu diantara suami atau i1strt murtad dan murtadnya
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menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka murtad dapat
digunakan sebagai alasan untuk bercerai.

Apabila perbuatan murtad tersebut tidak menyebabkan
ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka murtad tersebut tidak dapat

dyjadikan sebagai alasan perceraian.®

Ratio decidendi kelima,

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan

Termohon putus karena fasakh (batal demi hukum) yang telah

dijatuhkan oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 119

ayat (2) huruf (c) Kompilas1 Hukum Islam;

Pada putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn pernikahan Pemohon
dengan Termohon putus karena fasakh yang telah dijatuhkan oleh Majelis
Hakim. Berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak
yang diyjatuhkan oleh Pengadilan Agama berarti termasuk dalam talak ba 'in
sughra.

Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai talak ba ‘in
shughra. Dalam ayat 1 talak ba’in shughra diartikan sebagai talak yang tidak
boleh dirujuk akan tetapi boleh melakukan akad nikah baru dengan bekas
suaminya meskipun sedang dalam i1ddah. Kemudian dalam ayat 2 tertulis
bahwa yang termasuk talak ba’in shughra diantaranya talak yang terjadi gabla

dukhul, talak dengan tebusan atau khuluk, dan talak yang dyatuhkan oleh

Pengadilan Agama.

% Afianto, Status Perkawinan Ketika Suami, 120-140.
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B. Analisis Magdshid Syarr’ah Jasser Auda Mengenai Pembagian Harta Gono
Gini Pada Pembatalan Perkawinan Pasca Murtad dalam Putusan Nomor
182/Pdt.GG/2023/PA.Mn

Banyak konflik yang timbul akibat pembagian harta gono-gini yang dirasa
kurang maslahat bagi kedua belah pihak yang bercerai. Faktor yang menyebabkan
hal tersebut diantaranya tidak ada hukum yang mengatur mengenai kepastian
pembagian harta bersama. Setiap daerah di Indonesia memiliki adat dan tradisi yang
berbeda-beda sehingga belum terdapat kepastian hukum mengenai hal tersebut.

Berdasarkan putusan Nomor 182/Pdt.GG/2023/PA.Mn hubungan pernikahan
Pemohon dan Termohon sudah berjalan kurang dar1 3 tahun. Selama tiga tahun
tersebut sudah terjadi percampuran harta antara Pemohon dan Termohon. Pihak
Termohon sebagai istr1 telah murtad dan berpindah keyakinan menjadi agama
Kristen Protestan. Oleh sebab itu, penulis akan meneliti lebih jauh bagaimana
analisis Magashid Syari’ah Jasser Auda mengenai Pembagian Harta Gono Gini

Pada Pembatalan Perkawimman Pasca Murtad dalam putusan Nomor

182/Pdt.GG/2023/PA.Mn.

Agar pembagian harta bersama dirasa maslahat bagi kedua belah pihak,
penulis menggunakan Magdashid Syari’ah Jasser Auda untuk menganalisis putusan
Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn. Jasser Auda menggunakan magqgashid syari’'ah
sebagai dasar berfikir dengan menggunakan pendekatan sistem dalam metode
berpikir dan pisau analisisnya. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan baru

yang belum pernah digunakan untuk membahas hukum 1slam dan wusu/ figh.
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Jasser Auda menjelaskan bahwa magdashid syari’ah adalah cabang ilmu
islam yang dapat menjawab persoalan-persoalan sulit yang ditemukan di zaman
sekarang. Menurut belhiau persoalan itu dimulai dengan kata “mengapa?” yang
kemudian jawabannya mengarah kepada hikmah dar1 aturan yang telah ada. Dari
sin1 dapat dipahami bahwa untuk menganalisis dan mengungkapkan maqgashid dan
pertanyaan-pertanyaan serta membawa pada kejelasan makna prinsip, Jasser Auda

menggunakan kata tanya “mengapa?”.%

Terdapat enam fitur sistem yang digunakan Jasser Auda sebagai pisau
analisis, diantaranya dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (cognition),
kemenyeluruhan (wholeness), keterbukaan (openness), hierarki berpikir yang
saling mempengaruhi (interrelated hierarchy), berpikir keagamaan yang
melibatkan berbagai dimensi1 (multidimensionality) dan kebermaksudan
(purposefullness). Keenam fitur tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan
yang lainnya sehingga membentuk keutuhan berpikir. Akan tetapi, satu fitur yang
dapat menjangkau fitur-fitur yang lainnya adalah fitur kebermaksudan (Magashid).

1. Fitur Kognitif (Cognition)

Berdasarkan teologi Islam, figh adalah hasil dari penalaran dan refleksi
(ytihad) terhadap teks (mash) untuk mengungkap makna tersembunyi dan
konsekuensi praktisnya. Menurut Para Ahli Figh "Allah tidak boleh disebut
sebagai faqih (jurist atau lawyer) karena tidak ada yang tersembuny1 bagi-Nya,"

kata ahli hukum Islam dan ahli teologi Mutakallimun. Karena figh berasal dari

* Ayu dan Izzuddin, “Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama
Kabupaten Gresik tahun 2020-2021 Prespektif Maqgasid Syariah,” Sakina: Journal of Family
Studies, No. 1(2023): 90.
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kognisi (nalar) manusia, ada kemungkinan bahwa ada kelemahan dan kekurangan
di dalamnya.

Ulama membagi pendapat mereka tentang hukum menjadi tiga kategort:
pasti benar, pasti salah, dan yang termasuk kemungkinan salah dan benar. Semua
yang bertentangan dengan nash atau kandungan teks al-Qur'an dan Sunnah adalah
salah dan harus ditolak. Banyak ulama berpendapat bahwa, meskipun ada
kemungkinan, dibenarkan untuk melakukannya dalam situasi terdesak.
Akibatnya, in1 menunjukkan bahwa hukum agama fleksibel dan memastikan
kesesuaian dengan setiap situasi, tempat, dan waktu. Dengan kata lain, figh terus
berkembang melalu1 beberapa kritik dan koreksi diskusi. Masalahnya,
bagaimanapun, adalah bahwa fenomena yang terjadi saat i, terutama di
Indonesia, menunjukkan bahwa penetapan hukum Islam terasa sekali subjektif.
Bagaimana setiap firgah atau sekte menetapkan hukumnya berbeda. Ini
menyebabkan keprihatinan bagi masyarakat bahwa keputusan hukum yang dibuat
oleh kelompoknya adalah "aturan Tuhan" yang telah diselesaikan dan hanya perlu
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.*®

Para ahli figh memberikan analisis mengenai penunjukan ayat terhadap
hukum. Menurut mereka, dari segi datangnya semua ayat Al-Qur’an adalah gath 7
(gath't ats-tsubiit) yang datangnya berasal dar1 Allah dan tidak perlu diragukan
lagi. Akan tetapi, untuk menunjukkan suatu hukum, ayat-ayat yang ada pada Al-

Qur’an ada yang bersifat gath'7 dan zanni. Qath’t adalah lafadz yang memiliki

"0 Hakim dan Rudi, “Magqashid Al-Syari’ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam
Melalui Pendekatan Teor1 Sistem.” Al-Aslah, No. 1(2022): 20.
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satu pengertian saja, misalnya lafadz yang menunjukkan angka (satu, dua,
seperempat, setengah, dan lain-lain). Sedangkan zanni adalah lafadz yang dapat
memiliki kemungkinan untuk beberapa pengertian, seperti halnya lafadz quri’
yang bisa diartikan suci atau haid.

Fitur kognisi in1 menunjukkan bahwa hukum islam dibangun dengan
ilmu pengetahuan. Oleh sebab 1tu, perlu dilakukan perbaikan dan pemikiran ulang
untuk mewujudkan kognisi yang menyeluruh. Fitur kognisi mengacu pada
kemampuan manusia untuk memahami dan merespon secara rasional terhadap
perubahan dan kompleksitas. Ijtthad modern sangat diperlukan untuk membaca
ulang teks hukum secara lebih inklusif dan adil.

Pembagian harta bersama harus dilakukan berdasarkan tujuan magashid
syari’ah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan menghindar1 kerugian. Adapun
pembagian harta gono-gin1 pada pembatalan perkawinan yang dilakukan karena
1str1 murtad jika ditinjau menggunakan fitur analisis in1 maka harus memandang
dar1 berbagai aspek 1lmu pengetahuan.

Meskipun i1str1 sebagai Termohon telah berpindah keyakinan, namun
tetap mendapatkan hak atas harta gono-gini yang ada selama pernikahan dengan
mempertimbangkan dar1 berbagai aspek, diantaranya :

a.  Dilihat dar1 ada atau tidaknya perjanjian antara kedua belah pihak

Seperti yang terdapat dalam Pasal 97 Kompilas1 Hukum Islam, yaitu :

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta
bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Berdasarkan hal tersebut, apabila kedua belah pihak tidak melakukan

perjanjian perkawinan atas hak harta bersama, maka pembagian harta bersama
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dapat dibagi secara proporsional, yaitu 50:50 tanpa melihat siapa yang murtad.
Hak atas harta bersama tetap diakui karena diperoleh selama masa ikatan
perkawinan yang sah dan hak kepemilkan tidak hilang karena perubahan status
agama. Dalam hal in1 Termohon (1str1) yang murtad tetap mendapatkan hak atas
harta bersama.

b.  Kontribusi 1str1 selama pernikahan.

Sejak Desember 2020 Termohon tidak pernah mengurus anak karena
selalu sibuk dengan Handphonenya, sehingga menyebabkan munculnya
perselisithan dan pertengkaran. Pemohon sudah mencoba untuk mengingatkan
Termohon, akan tetapir Termohon tidak menghiraukan nasehat tersebut. Dari
hal tersebut dapat diketahui bahwa Termohon lalai terhadap kewajiban sebagai
ibu rumah tangga.

c. Keadilan ekonomi dan sosial.

Jika menggunakan pendekatan fitur kognisi Jasser Auda, pembagian
harta bersama karena istri murtad hendaknya mempertimbangkan prinsip
keadilan, bukan hanya nas atau tekstual hukum klasik. Apabila harta yang
diperoleh adalah usaha bersama, maka harus dibagi adil meskipun istr1 murtad.
Murtadnya 1str1 dapat membatalkan akad nikah, akan tetapi tidak membatalkan
hak-hak 1str1 terhadap usaha ekonomi yang sudah dilakukan selama
pernikahan. Hak atas nafkah dan harta bersama harus tetap di laksanakan dan

dihormati karena hal tersebut termasuk dalam prinsip al-’'adl (keadilan) dan

maslahah (kebaikan).
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2. Fitur Kemenyeluruhan (Wholeness)

Bedasarkan sudut pandang teor1 sistem, Jasser Auda berpendapat
bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dianggap sebagai bagian dar1 holistik
(gambaran keseluruhan). Dalam sebuah sistem, hubungan antara komponen
tersebut memilki fungsi tertentu. Tidak seperti kumpulan bagian yang statis,
jalinan antar hubungan terbentuk secara menyeluruh dan bersifat dinamis.

Menurut Jasser Auda, prinsip dan pendekatan berpikir holistik sangat
penting dalam kerangka usul figh karena dapat berkontribusi pada masalah
kontemporer sehingga dapat ditetapkan sebagai prinsip permanen dalam hukum
islam. Dengan sistem ini1, Auda berusaha memperluas maqgashid syari’ah yang
berdimensi individu menuju dimensi universal (magdashid al-'ammah) sehingga
dapat diterima oleh masyarakat umum, khususnya dalam hal keadilan dan
kebebasan.

Dalam memahami al-Qur'an, orang yang berpikir secara utuh (Aolistic)
juga dapat menggunakan tafsir tematik (maudhii'7), yaitu suatu teknik tafsir yang
mengarahkan pandangan pada tema tertentu, kemudian mencari1 perspektif al-
Qur'an mengenai tema tersebut dengan mengumpulkan semua ayat yang bersifat
umum dikaitkan dengan ayat yang bersifat khusus, yang muthlag dihubungkan
dengan yang muqayrad, dan lain-lain sambil memperbanyak uraian dengan
hadits-hadits yang relevan. Setelah 1tu, membuat kesimpulan yang menyeluruh
dan tentang masalah tersebut. Contoh yang sering disebutkan adalah ketika Nabi

SAW menjelaskan arti kata "dhulmun" dalam Qs. Al-An'am (6): 82. Beliau
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menjelaskan sambil membaca QS. Lugman (31):13. Dari ayat tersebut dapat
diketahui bahwa "dhulmun" yang dimaksud adalah Syirik.*™

Berdasarkan putusan nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn istri sebagai
Termohon telah berpindah keyakinan menjadi kristen protestan, melakukan
perselingkuhan dan tidak pernah mengurus anak selama kurang lebih 1 tahun 6
bulan. Untuk melakukan analisis pembagian harta bersama dalam kasus tersebut
menurut fitur wholeness (kemenyeluruhan) magashid syari’ah Jasser Auda harus
dilihat secara menyeluruh dan tidak parsial. Jasser Auda menekankan bahwa
hukum islam tidak hanya kumpulan hukum tekstual, tetapi sistem nilair yang
menyatu, dinamis, dan terhubung dengan tujuan-tujuan syariah yang utuh.
Diantarnya juga mencakup moral, sosial, ekonomi, psikologis, spiritual, dan
hukum. Oleh sebab itu, untuk melakukan pembagian harta bersama keputusan
tidak boleh hanya didasarkan pada satu aspek saja, misalnya kemurtadan saja,
akan tetapi juga harus mempertimbangkan keseluruhan kondisi rumah tangga,
kontribusi, moralitas dan dampaknya.

Secara hukum syariah, murtad dapat membatalkan perkawinan (fasakh).
Namun, apabila dipandang berdasarkan perspektif keutuhan, maka harus
dipertimbangkan hak sipil istr1 atas kontribusinya selama menikah sebelum
murtad. Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin tidak mendorong kedzaliman
ekonomi bahkan terhadap pelaku dosa. Seperti yang telah tertulis dalam QS. Al-

Maidah (5):8,

"' Hakim dan Rudi, Magashid Al-Syari’ah Ala Jasser Auda, 20.
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Artinya, “Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum,
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena ia lebih dekat

kepada takwa .

Ayat tersebut memberikan pesan agar selalu berlaku adil terhadap
siapapun karena sikap adil lebih dekat kepada takwa. Perlu digaris bawahi bahwa
keadilan merupakan kata yang menunjukkan subtansi ajaran 1slam. Adil adalah
menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Apabila seseorang memerlukan
kasih, maka dengan berlaku adil.*®

Perselingkuhan yang dilakukan oleh kedua belak pihak, baik suami
sebagai Pemohon maupun 1stri1 sebagai Termohon merupakan pelanggaran dari
nilai kehormatan keluarga (hifz al-ird) yang merupakan sebab dari kehancuran
rumah tangga dan dapat menjadi alasan untuk pengurangan pembagian harta
bersama apabila dibuktikan.

Sedangkan kewajiban istr1 terhadap anak yang tidak dilaksanakan
sebagai mana mestinya termasuk pelanggaran terhadap /hifz al-nafs (perlindungan
jiwa) dan hifdz al-nasl (perlindungan keturunan) karena dalam fitur wholeness
harus mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi anak, termasuk ekonomi
dan psikologi. Oleh sebab itu, kontribusi Termohon sebagai ibu dapat dianggap

nol atau negatif apabila tidak berhasil menjalankan peran sebagai seorang 1bu.

02 08. Al-Maidah (5):8.
% Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 42.
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Tabel 7
Implikas1 Hukum Berdasarkan Fitur Kemenyeluruhan (Wholeness)
No | Aspek Analisis Kemenyeluruhan
1 Moralitas 1str1 (murtad, | Bertentangan dengan prinsip maqashid (4ifz ad-
selingkuh) din, hifz al-ird, hifz al-nasl)
2 Kontribusi terhadap | Apabila minim atau tidak ada, tidak semestinya
harta mendapatkan bagian yang besar
3 Dampak terhadap anak | Negatif, @ maka  maqashid mendukung
dan suami pengurangan  hak  dem terwujudnya
kemaslahatan
4 | Asas keadilan Tetap dijaga,
Tidak membalas kesalahan dengan kedzaliman.
Pembagian tetap dilakukan apabila kontribusi
istr1 terbukti.

Apabila disimpulkan, pembagian harta bersama berdasarkan fitur
kemenyeluruhan 1n1 adalah apabila istr1 tidak memberikan kontribusi atau bahkan
merugikan, maka hak bersama dikurangi secara proporsional, bahkan dihilangkan
apabila adil dan sesuai bukti. Akan tetapi, jika memberikan kontribusi secara nyata
sebagian hak harus tetap diberikan untuk menghindar1 kedzaliman dan menjaga
prinsip maqashid hifz al-mal dan ‘adl (keadilan). Berdasarkan putusan Nomor
182/Pdt.GG/2023/PA.Mn 1str1 telah terbukti melakukan perselingkuhan, murtad,
dan lalai terhadap anak. Oleh sebab itu, pembagian harta haruslah adil, tidak 50:50
apabila sesuai dengan realitas moral dan kontribusi.

3. Fitur Keterbukaan (Openness)

Dalam teorn1 sistem, bahwa sistem yang hidup merupakan sistem yang
terbuka. Bahkan sistem yang terlihat mati sebenarnya adalah sistem yang terbuka.
Keterbukaan sistem berdasarkan kemampuan untuk mencapai tujuan dalam
berbagai kondisi. Kondisi i1 yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan

sistem. Sistem terbuka selalu berinteraksi dengan kondisi lingkungan di luarnya.
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Sistem hukum Islam adalah sistem yang terbuka. Maka dari itu, prinsip
openness sangat penting dalam tatanan hukum islam dan pintu 1jtihad senantiasa
terbuka. Pernyataan yang menyatakan bahwa pintu 1jtihad telah tertutup, hanya
akan menjadikan hukum 1slam bersifat statis. Padahal 1jtithad merupakan hal yang
urgent dalam masalah figh, sehingga para ahli hukum Islam mampu
mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menghadapi isu-isu
kontemporer. Sebagian kalangan menyebut gerakan 1jtthad dalam rangka
merekonstruksi pemikiran hukum Islam 1n1 dengan fajdid.

Tajdid bukan berarti perubahan prinsip-prinsip pokok agama dan bukan
pula perubahan teks-teks atau pesan yang terkandung dalam teks, akan tetapi
tajdid adalah memberikan penafsiran lain terhadap teks tanpa mengubah atau
keluar dar teks. Teks yang ada memiliki berbagai makna dan penafsiran. Selain
itu, fajdid juga berarti memperbarul ingatan seseorang yang sudah melupakan
ajaran agama islam dengan cara memberikan penjelasan serta pendapat baru
sehingga dapat meyakinkan orang yang sebelumnya ragu dan meluruskan
kesalahan yang terjadi.'™

Berdasarkan fitur openness (keterbukaan), syariah 1slam harus terbuka
terhadap perubahan realita sosial, budaya, hukum, dan keilmuan modern. Syariah
bukan sistem yang tertutup dan statis, akan tetapi bersifat adaptif, progresif, dan
dialogis dengan zamannya. Dalam konteks ini, pendekatan hukum 1slam tidak
boleh membatasi pada teks literal atau tradisi pada zaman dahulu yang sudah tidak

relevan dengan kondisi sosial pada zaman modern.

'** Hakim dan Rudi, Magashid Al-Syari’ah Ala Jasser Auda, 25.
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Fitur in1 mengkaji ulang pandangan figh klasik yang sudah tidak relevan
dengan realita sosial sekarang. Figh klasik yang masih bersifat kaku dan
mengabaikan aspek sosial menyebabkan sering kali terabaikannya kemaslahatan,
sehingga memerlukan penyesualan hukum menggunakan pengetahuan

kontemporer demi nilai keadilan dan kemaslahatan yang lebih luas.

Tabel 8
Analisis Fitur Keterbukaan (Openness)
No Unsur Analisa Fitur
1 Murtad Meskipun terjadi fasakh, fitur keterbukaan

mendorong untuk tetap bersikap adil dan tidak
serta merta menghapus hak ekonomi apabila
istr1 tidak berkontribusi selama pernikahan

2 Selingkuh Perbuatan yang tercela, akan tetap1 sistem
hukum yang terbuka menghendaki adanya
bukti dan prosedur peradilan, tidak
penghakiman sepihak

3 Lalai terhadap anak Secara moral salah, akan tetapi pendekatan
terbuka mempertimbangkan hak anak-anak
yang harus dilindungi terlebith dahulu.
Sedangkan hak istr1 dievaluasi berdasarkan
kontribusi nyata dan dampak sosial, tidak
sekedar status sebagai 1bu

4. Fitur Hierarki (/nterrelated Hierarchy)

Fitur hierarki atau saling terkait merupakan sistem yang terbangun dan
sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Keterkaitan tersebut menentukan tujuan
dan fungsi yang akan dicapai. Bagian terkecil menjadi gambaran dari1 bagian yang
besar dan sebaliknya.

Menurut Jasser Auda magashid klasik terjadi karena beberapa sebab,
diantaranya cakupan magashid klasik mengarah pada semua hukum islam secara
umum, sehingga tidak menunjukkan tujuan pada bidang fiqih tertentu. Kemudian

magqashid klasik lebih fokus pada individual daripada keluarga, masyarakat, dan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

80

manusia pada umumnya. Dalam magashid klasik juga tidak terdapat nilai-nilai
dasar yang umum seperti keadilan dan kebebasan. Selain 1tu, magashid berasal
dar1 sumber-sumber figh yang literis, tidak berasal darn sumber realitas asl.
Klasifikas1 magashid klasik perlu ditinjau kembali menyesuaikan
konteks modern yang dapat dijadikan sebagai landasan metodologi dalam sistem
Hierarki Kebutuhan. Jasser membagi hierarki magashid menjadi 3 kategori,
diantaranya: Pertama, maqashid al-ammah (general magqgashid) merupakan
magashid yang meliputi semua maslahah yang ada pada perilaku tasyri’ yang
bersifat umum dan mendasar seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan.
Dalam maqashid klasik, Magashid al-ammah 1 termasuk dalam aspek
daruriyyat. Kedua, Maqashid Khassah (spesific maqashid) adalah maqashid yang
memiliki hubungan dengan kemaslahatan persoalan tertentu. Contohnya ketika
berdagang tidak diperbolehkan menipu dengan cara apapun. Ketiga, magashid
juz’iyyah (parcial maqgashid) atau juga bisa disebut sebagai hikmah, yang
merupakan maqashid paling inti1 dalam peristiwa hukum. Contohnya yaitu ketika
menjadi saksi maka harus memiliki aspek kejujuran dan ingatan yang kuat.'®
Kasus 1n1 tidak bisa dilihat terpisah dari sistem hukum nasional (misalnya
hukum positif di Indonesia melalui KHI dan UU Perkawinan), norma masyarakat,
serta nilai-nilai syariah. Maka, keterkaitan antara magdashid syari’ah dengan
realitas hukum dan sosial menjadi penting. Meskipun secara agama terjadi
kemurtadan, hak-hak sipil seperti hak atas harta gono-gini tetap bisa dihormati

karena kontribusi yang telah diberikan.

"> Hakim dan Rudi, Magashid Al-Syari’ah Ala Jasser Auda, 26.
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Berdasarkan magashid syari’ah perlindungan agama (hifz al-din) berada
pada puncak hierarki. Namun, dalam hal pembagian harta gono-gini pasca
pembatalan perkawinan yang diakibatkan oleh murtadnya istr1 in1 juga merupakan
tujuan yang tinggi. Dalam konteks pembagian harta, murtadnya istr1 tidak serta
merta membatalkan seluruh hak 1str1 apabila berdampak pada ketidakadilan dan
kerugian ekonominya. Dar1 hal in1 hierarki menunjukkan bahwa menjaga keadilan
ekonomi juga termasuk bagian dari magashid.

Pertama, berdasarkan hifz al-mal (perlindungan harta), pembagian harta
gono-goni merupakan hal yang penting karena dalam harta tersebut terdapat hasil
kerja sama suami istr1 selama masa pernikahan. Meskipun pernikahan dibatalkan,
akan tetap1 kontribusi ekonomi selama pernikahan harus tetap dihargai. Apabila
menolak pembagian harta, maka dapat diartikan juga merampas hak ekonomi
pihak lain yang bertentangan dengan prinsip perlidungan harta.

Kedua, berdasarkan hifz an-nafs (perlindungan jiwa) dan keadilan
pembatalan karena murtad bukan berarti hak atas harta lenyap secara otomatis.
Apabila hal tersebut dilakukan, maka keadilan dan kemaslahatan tidak akan
tercapai serta akan menimbulkan kedzaliman.

Ketiga, untuk mewujudkan hifz ad-din (perlindungan agama) Jasser
Auda menolak pendekatan dimensi tunggal terhadap perlindungan agama. Murtad
dalam konteks modern perlu ditinjau berdasarkan aspek kebebasan beragama,
psikologis, dan sosial. Oleh sebab 1tu, pembatalan perkawinan akibat 1stri murtad

tidak serta merta menghapus hak sosial atau ekonomi sosial.
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5. Fitur Multi-dimensionalitas (Multidimensionality)

Suatu sistem terdir1 dar1 beberapa bagian yang saling berkaitan satu sama
lain. Demikian juga hukum islam yang merupakan sebuah sistem yang memiliki
berbagai dimensi. Prinsip tersebut digunakan Jasser Auda untuk memberikan
kritik terhadap dua pemikiran yang saling berlawanan dalam hukum islam.
Dikotomi1 antara gath T dan dzanny sangat penting dalam metodologi penetapan
hukum 1slam sehingga terdapat istilah gath'T al-dilalah, qgath’t at-tsubut, dan
gath T al-mantiq. Paradigma oposisi binary harus dihilangkan untuk menghindari
reduksi metodologis dan mendamaikan dalil-dalil yang terdapat bertentangan
dengan mengutamakan aspek magashid (tujuan hukum islam). Seperti perbedaan
dalil yang ada pada sunnah mengenai ibadah yang muncul sebaiknya dilihat dar
sis1 maqgashid of taysir. Sedangkan perbedaan hadist yang berhubungan dengan
‘urf dilihat dan perspektif magashid of universality of law dan adanya nasakh
seharusnya dipandang sebagai penetapan hukum yang memiliki sifat gradual
(berangsur-angsur).'®

Dalam kasus 1str1 murtad dan pembatalan perkawinan, tidak cukup hanya
melihat dar1 satu dimensi fiqih klasik yang mungkin langsung membatalkan hak-
haknya. Pendekatan multidimens1 menimbang aspek sosial, ekonomi, psikologis,
dan hukum negara. Misalnya, jika 1str1 selama pernikahan ikut berkontribusi
dalam pencapaian harta bersama, maka mengabaikan haknya dalam pembagian

harta akan bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi magashid utama.

"% Hakim dan Rudi, Magashid Al-Syari’ah Ala Jasser Auda, 28.
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6. Fitur Kebermaksudan (Purposefulness)

Setiap sistem pastt memiliki tujuan atau output. Menurut teor1 sistem
tujuan dibedakan menjadi goal (al-hadf) dan purpose (al-ghoyah). Sistem akan
menghasilkan goal apabila menghasilkan tujuan pada situasi yang Kkonstan,
bersifat mekanistik dan hanya melahirkan satu tujuan saja. Sedangkan purpose
(al-ghoyah) akan dihasilkan jika tujuan yang diinginkan tercapai melalul cara
yang berbeda-beda atau menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi beragam.
Dalam konteks i, magashid syari’ah termasuk dalam tujuan yang purpose (al-
ghoyah) yang memiliki tujuan beragam sesuai dengan situasi dan kondisi yang
ada.

Realisas1 magdashid syari’ah menjadi dasar utama dalam sistem hukum
Islam. Menggali magashid syari’'ah harus dikembalikan kepada teks utama (al-
Qur'an dan Hadits), bukan hanya pendapat dan pikiran para Fagih. Oleh karena
itu, perwujudan magashid syari’ah menjadi tolok ukur dari validitas setiap 1jtihad,
tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan madzhab tertentu. Tujuan
penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat
yang terdapat di sekitarnya.’”’

Tujuan hukum syariah adalah mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan
menghindar1t kerusakan (mafsadah). Maka, pendekatan yang hanya fokus
menghukum pihak yang murtad tanpa melihat kontribusi dan kondisi kehidupan

pasca perceraian akan bertentangan dengan tujuan syariah. Pembagian harta

secara adil tetap bisa dilakukan untuk menjaga kemaslahatan bersama.

" Hakim dan Rudi, Magashid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda, 30.
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BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah mengenai putusan Nomor
182/Pdt.G/2023/PA.Mn, maka dapat diambil kesimpulan mengenai pembagian harta
gono gini pada pembatalan perkawinan pasca murtad perspektif magashid syari’ah
Jasser Auda. Kesimpulan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

l. Ratio decidendi pada perkara nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn mengenai
pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Majelis Hakim didasarkan pada
murtadnya 1str1 yang dibuktikan melalu1 fotokopi surat bapstis yang berasal
dari salah satu gereja di Kota Madiun. Untuk mendukung dan mempertahankan
argumen Hakim, Hakim menggunakan beberapa sumber yang relevan,
diantaranya QS. Ar-Rum ayat 21, Figh sunnah juz Il halaman 389 dan pendapat
Abdul Wahab Khalaf yang kemudian diambil alth menjadi pendapat Majelis
Hakim, pendapat Imam Muhammad Abu Zahroh dalam kitab Al-Ahwal Al-
Syakhsiyyah, literatur figh, fatwa ulama’ Bukhara, dan Pasal 119 ayat (2),
huruf (c). Pertimbangan yang digunakan Hakim untuk memutus perkara fasakh
akibat 1str1 murtad 1n1 lebih condong kepada mazhab Hanafi.

2. Magashid Syari'ah Jasser Auda menggunakan enam fitur sistem yang
digunakan untuk menganalisis. Fitur tersebut diantaranya fitur kognitif
(cognition), kemenyeluruhan (wholeness), keterbukaan (openness), hierarki
(hierarchy), multi dimensionalitas (multidimensionality), dan kebermaksudan

(purposefullness). Berdasarkan analisis magashid syari’ah Jasser Auda
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mengenai pembagian harta gono-gini pada pembatalan perkawinan akibat istri
murtad dalam putusan nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, maka untuk
mewujudkan tujuan magdashid syari’ah, yaitu perlindungan terhadap harta (hifz
al-mal) dan keadilan menjadi nilai dasar yang harus ditegakkan. Meskipun
secara moral terjadi pelanggaran akidah oleh istri, tidak serta merta
menghapuskan hak atas harta gono-gini istri karena harta gono-gini adalah
hasil kerja antara suami-istri terlebih jika istri turut berkontribusi dalam harta
tersebut. Pembagian harta gono-gini tetap dilakukan dengan tidak membagi
harta bersama 50:50. Melalui pendekatan magashid syari’ah Jasser Auda,
hukum islam tidak hanya memandang suatu peristiwa dari satu aspek saja,
tetapi juga aspek keadilan sosial, kemanusiaan, dan relevansi kontekstual.
Maka pembagian harta gono-gini seharusnya tidak hanya berorientasi pada
status agama pihak istri, akan tetapi juga aspek kemaslahatan dan kontribusi

riil selama pernikahan.

B. Saran
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka terdapat beberapa
saran untuk instansi terkait dan masyarakat umum:
1. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama, ketika akan memutuskan suatu
perkara sebaiknya mempertimbangkan kemaslahatan dar1 berbagai aspek yang
ada. Sehingga, dapat melahirkan putusan yang lebih berkeadilan dan

kontekstual.
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2. Bagi masyarakat umum, penting untuk memahami bahwa hukum 1sam tidak
bersifat kaku dan tekstual semata. Pendekatan melalui magashid syari’ah dapat
mengajarkan bahwa hukum harus relevan dengan perkembangan zaman dan

mampu menjawab kebutuhan yang berkeadilan sosial secara lebih luas.
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LAMPIRAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xx0xx yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara cerai talak antara:

NAMA PEMOHON, NIK. 3577021503030001, umur 20 tahun, agama Islam,
pekerjaan xxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di

YOO XXXXXX XXX KOTA MADIUN, sebagai Pemohon;

melawan

NAMA TERMOHON, NIK. 3502106106040002, umur 18 tahun, agama Kristen,
pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di

OO0 )OOk KOTA MADIUN, sebagal Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara,
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di

persidangan,

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juni 2023
telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn, tanggal
12 Juni 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020, Pemohon dan Termohon
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) 3000000000 30000000000 X000
xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
0270/040/X/2020, tertanggal 23 Oktober 2020;
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2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, dan
Termohon berstatus Perawan,
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun dan sudah di
karuniai 1 anak yang bernama: ANAK KANDUNG, (Laki-laki), Madiun, 30
September 2020 (usia 2 tahun);
4. Bahwa sejak Desember 2020 keadaan rumah tangga Pemohon
dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
karena Termohon tidak pernah mengurus anak Termohon selalu sibuk
dengan Handphonenya, sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar
dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon
selalu acuh tidak pemah medengarkan nasehat Pemohon;
b. Sejak bulan Januari Tahun 2022 Pemohon selingkuh/menjalin
hubungan asmara dengan wanita lain, dan kemudian Termohon sejak
Aprl 2022 juga telah selingkuh/menjalin hubungan asmara dengan pria
lain dan Pemohon serta Termohon mendapat informasi bahwa masing-
masing mempunyai selingkuhan dari sosmed Pemohon dan Termohon
dan antara Pemohon serta Termohon akan melangsungkan pernikahan
dengan pasangannya masing-masing,
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2022 terjadi
pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon pergi dari rumah
orang tua Pemohon dan pamit kepada Pemohon serta orang tua Pemohon
dan sejak bulan Mei 2023 Termohon diketahui telah berpindah agama
menjadi Kristen Protestan karena akan menikah dengan pria lain tersebut;
6. Bahwa sejak Januari 2022 hingga sekarang antara Termohon dan
Pemohon telah berpisah rumah, selama kurang lebih 1 ahun 6 bulan.
Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon, yang mana
dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxx
HHOOO0E 0000, 200 X000 XX XXX, Kelurahan o000, 3000000000 X000,
000¢ 00000 dan Termohon bertempat tinggal di X0000000000¢ XOOONOE XXX
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X0, XX X xx xx, Kelurahan x00000000¢, Kecamatan 30000000, XXX
XXKXXX,

Ta Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama
kurang lebih 1 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak
terlaksana sebagaimana mestinya,

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan
Termohon tersebut di atas masih di bawah umur dan sejak Termohon pergi
dari rumah orang tua Pemohon anak tersebut telah ikut dengan Pemohon
maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah
(pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon
tersebut diatas,

9, Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk it
Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama 0 xx0oxx kiranya
berkenan menernma dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini,

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatubkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:
Primer
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
Z. Memberikan izin serta menetapkan pernikahan antara Pemohon

dan Termohon Fasakh (Rusak) (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
X000 Xxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak
yang bernama.
a. ANAK KANDUNG, (Lakklaki), Madiun, 30 September 2020,
dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk
mengunjungi anak tersebut;
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4. Membebankan biaya perkara ini sesual peraturan yang berlaku;
Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
menurut relaas Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Mn yang dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak termnyata bahwa tidak datangnya iu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir uniuk
lidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pemah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun
pada persidangan tersebut Pemohon telah mengajukan permohonan secara
lisan untuk mecabut petitum angka 3 (tiga) dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonan Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :

A, Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama NAMA PEMOHON
Nomor 3577021503030001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah
)0 axxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0270/040/X/2020 Tanggal 23
Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Manguharjo xxxx xXxxxxx
Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
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telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
lernyata sesuai, lalu oleh Ketua Maijelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Baptisan Nomor 3852/V/23/BA/GBT/Mn atas nama
Debora Karin Saftriani tanggal 14 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh
Gereja Beth-El Tabernakel Madiun, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3,

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxXx}xxx,

bertempat tinggal di KOTA MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon
menikah pada tanggal 23 Oktober 2020 di KUA Manguharjo xxxx
Xxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan
Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon
telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG, (Laki-
laki), Madiun, 30 September 2020 (usia 2 tahun);
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan
tetapi kurang lebih sejak Desember 2020 sudah tidak rukun lagi
karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon
bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan
karena adanya orang ketiga, Pemohon mempunyai hubungan
dengan Wanita |daman Lain (WIL) dan Termohon pula mempunyai
hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL);
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- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon
sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2022 sampai dengan
sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Termohon telah
berpindah agama menjadi penganut agama Kristen, saksi
mengetahul hal tersebut karena saksi pernah diceritakan dan
diperlihatkan surat baptis oleh Termohon sendiri,
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit
dipertahankan dan tidak ada harapan dapal bersatu lagi sehingga
lebih baik bercerai,
2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan 00000000,
bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan

memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah
suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2020
di KUA Manguharjo xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan
Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan
Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK
KANDUNG, (Laki-laki), Madiun, 30 September 2020 (usia 2 tahun);
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pernengkaran sejak Desember 2020 yang mengakibatkan antara
Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari
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2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara
Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar
pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui
dari cerita Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran
Pemohon dan Termohon disebabkan karena adanya orang ketiga
dalam rumah tangga yaitu Pemohon mempunyai hubungan dengan
Wanita Idaman Lain (WIL) dan Termohon mempunyai hubungan
dengan Pria ldaman Lain (PIL);

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Termohon saat ini telah
berubah keyakinan menjadi penganut agama Kristen, saksi
mengetahui karena melihat unggahan Termohon di media sosialnya
sedang melakukan pembaptisan serta pernah melihat pula surat
bapstisnya;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan
dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak
berhasil,

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan
Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah
tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah
tangganya lebih baik bercerai,

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya
letap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan wntutan
Pemohon;,

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini,

PERTIMBEANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tdak hadir dan
permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadimya Tergugat
(verstek),

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum
Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal
mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah
tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena it
perkara ini harus segera diputuskan,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pemah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai
Pasal 4 angka (2) huruf b Perauran Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini
termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi,

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan
permohonan secara lisan untuk mecabut petitum angka 3 (tiga) dalam surat

permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan,
sehingga tidak dapat diketahui adanya persetujuan dan atau penolakan dari
pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272
RV Pemohon dapat mencabut permohonannya di persidangan, oleh karenanya
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Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut
petitum angka 3 (tiga) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut petitum angka
3 (tiga) dalam surat permohonannya sehingga Majelis Hakim berpendapat
bahwa pemeriksaan terhadap dalil Pemohon yang berkaitan dengan petitum
angka 3 (tiga) dalam surat permohonan Pemohon selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai
cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukii tersebut menjelaskan
mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan
ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
(volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah termnyata terbukti bahwa

identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai
cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga
sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah tenkat dalam
perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 23 Oktober 2020;
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Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat
sebagail suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio
memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai
cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai Termohon yang telah menjalani pembaptisan di Gereja Beth-el
Tabernakel, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut
telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Termohon telah melaksanakan ritual untuk
memurnikan atau menyucikan diri yang dijalankan terutama oleh agama Kristen
yakni pembaptisan di Gereja Beth-el Tabernakel,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran  posita
permohonannya, Pemohon lelah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam

persidangan;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke
dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon dan
Termohon (vide; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, junctis. Pasal 22 ayal (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu
ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang
yang dilarang sebagai saksi (wide: Pasal 145 HIR juncto Pasal 1910 dan 1912
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri
telah memberikan keterangan di hadapan sidang (vide: Pasal 144 HIR) dan di
bawah sumpah (vide: Pasal 147 HIR juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

sebagai saksi dalam perkara a quo;
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Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai
hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pemah dilihat dan didengar
langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh
karena iwu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matenil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) saksi Pemohon, terbukti fakta
kejadian sebagai berikut :
1. Bahwa sejak Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya
orang ketiga, Pemohon mempunyai hubungan dengan Wanita ildaman Lain
(WIL) dan Termohon pula mempunyai hubungan dengan Pria Idaman Lain
(PIL);
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon
dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2022 hingga sekarang dan
selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak
melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan
Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena
Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa, Termohon telah berpindah keyakinan menjadi penganut agama
Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, Majelis
Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (fahlilu al-niza”) dalam perkara
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a quo, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara
kronologis, sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah
menikah secara agama Islam pada tanggal 23 Oktober 2020;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2020 atau sekurang-kurangnya sejak 2
(dua) bulan pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan
Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya orang
ketiga, Pemohon mempunyai hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL)
dan Termohon pula mempunyai hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januar 2022;
4. Bahwa Termohon sudah berpindah keyakinan menjadi penganut agama
Kristen,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum
permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan
dengan pertimbangan hukum (tasbib al-ahkam al-gadha'i) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1
(saw) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena
petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab
kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya,

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2
(dua) yang mohon agar Majelis Hakim mem/fasakhkan pernikahan Pemohon
(Pemohon) dengan Termohon (Termohon), Majelis Hakim mengemukakan
pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan fasakh perkawinan
antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk
mengutp dalil syar’i, sebagai berkut:

1. Surat Ar-Rum, ayat 21;
Jizs 1) 1,5 5551 a&uidil &5 &80 315 Ol “aillé o3
09545 fjﬁliﬁ AeJ A5 9 O] 45355 8555 pSi
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Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,

2. Fighus sunnah juz Il halaman 389 dan diambil alih menjadi pendapat
Majelis Hakim sebagai berikut:

sl 83,5 0Y 3V logio JS a8Me canlniai] a>g )l ol 2o 3l 35,1 13

Buws juisi a8 ,all o3mg logiu a8 0l a5 90 lagis 2219
Artinya: Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putusiah
hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya
riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan

perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa
fasakh,

Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahab Khalal yang pendapatnya
diambil alih oleh Majelis Hakim yaitu memberikan penjelasan bahwa apabila
perkataan fasakh disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud
membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang
menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (vide Abdul Wahab Khalaf, Ahkam
al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari‘ati al Islamiyah, Daral-Qalam, Quwait,
1990. him. 60). Pendapat Imam Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya Al-
Ahwal Al-Syakhsiyyah menyebutkan "fasakh hakikatnya adalah sesuatu yang
diketahui atau terjadi belakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi
langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekuensi dari diketahuinya
sesuatu yang mengiringi agad, yang menjadikan agad tersebut tidak sah.” (vide
Abu Zahroh, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut, 1950, him.
324);

Menimbang, bahwa dalam literatur figh vyang diambil sebagai
pertimbangan Majelis Hakim bahwa suatu pernikahan yang sudah terjalin
dengan sah bisa mengalami fasakh atau rusak tanpa harus adanya keputusan
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Hakim dengan empat sebab: a) Rusaknya akad; b) Munculnya kemahraman
karena mushoharoh (besan atau mantu), c) Murtad; d) Li'an (vide Ali
Hasabillah, Al- Furqoh Baina Zaujaini (Wa ma yata'allaqu biha min iddatin wa
nasabin), Darul Fikr Al-Arabi, Beirut., tt, him. 174). Menurut fatwa para ulama’
Bukhara, jika istri murtad, maka pernikahannya juga fasakh. Namun, meski
demikian, jika suatu ketika si istri tadi dipaksa lagi untuk masuk Islam,
kemudian keduanya memperbaharui agadnya, dengan tambahan mahar yang
ringan, maka suami istri yang tadinya sudah fasakh tersebut, dapat kembali
bersama lagi. Hal ini dilakukan dengan tujuan menutup peluang bagi para istri
untuk lari dari para suaminya, dengan pura-pura melakukan riddah/murtad (vide
Ali Hasabillah, him.175);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan,
Termohon telah keluar dari memeluk agama Islam (murtad) berpidah keyakinan
ke agama Kristen, oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
Termohon memang telah murtad sampai putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan
Termohon dinyatakan putus karena fasakh. Dengan demikian, alasan
perceraian fasakh Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan
Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemikahan Pemohon dengan Termohon
putus karena fasakh (batal demi hukum) yang telah dijatuhkan oleh Majelis
Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku |l Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan Agama halaman 149 Nomor 8 (m) “"Amar putusan
cerai talak yang diajukan oleh suami yang suami atau istri tersebut riddah
(keluar dan agama Islam) sebagaimana tersebut dalam ketentuan tersebut
sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka
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permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memfasakh perkawinan
Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon),

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 4
(empat) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini
termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya
tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Temtang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Alas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

- Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verslek,

3. Memfasakh perkawinan Pemohon (NAMA PEMOHON) dengan
Termohon (NAMA TERMOHON),

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar
Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 21 Dzulhjjah 1444 Hijriyah, oleh kami Syahrul Mubaroq, S.H.
sebagal Ketua Majelis, Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.l.,, MH. dan Fiki
Inayah, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
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dibantu oleh Suriyana, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon tanpa hadimya Termohon;

Ketua Majelis

Tid.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
Tid. Ttd.
Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.l., M.H. Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Tid.
Suriyana, S.H.|

Perincian Biaya :
1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 75.000,00
3. Panggilan . Rp. 550.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meteral : Rp._ 10.000,00
Jumiah : Rp. 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah)
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap: Fatma Nur [zzati
Jenis Kelamin: Perempuan

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

NIM ;210201110063
LI ¢ Madiun, 19 Oktober 2002
Alamat : JI. Borobudur Gg. 2 No. 69 RT.

004/RW. 001 Kelurahan
Manguharjo, Kecamatan

Madiun Lor, Kota Madiun.

No. HP : 0895389409259
Email : fatmal91023(@gmail.com
Riwayat Pendidikan
NO Nama Instansi Tahun
1. | TK Bhayangkari 2008-2009
2. | SDN 03 Madiun Lor 2009-2015
3. | SMPN 01 Madiun 2015-2018
4. | SMAN 02 Madiun 2018-2021
5. | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021-2025
Pendidikan Non Formal
No. Nama Instansi Tahun
1. | Ma’had Sunan Ampel Al-Aly UIN 2021-2022
Malang
2. | Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek 2023-sekarang
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